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ABSTRAK 

Mukit Syahrial, NIM: 105261121020, Pandangan Masyarakat Terhadap Kafa‟ah  Nasab 

Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang), 

(dibimbing oleh Hasan Juhanis, Lc., M.s. dan  Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.). 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Pandangan 

masyarakat di Kecamatan Buntu Batu tentang praktek kafa‟ah, 2). Korelasi 

konsep kafa‟ah dalam perkawinan di Kecamatan Buntu Batu dengan konsep 

kafa‟ah dalam Fiqh Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode 

field research, penelitian dengan terjun langsung di lapangan. Data utama 

diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat,  tokoh agama, tokoh 

masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku, skripsi, 

jurnal, dan situs web. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berfokus di Di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. 

Adapun hasil penelitian yang dilakukan Di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang. Yaitu: 1). Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Buntu 

Batu beranggapan bahwa keretakan dan perceraian dalam rumah tangga bisa 

diminimalisir dengan terpenuhinya kafa‟ah dalam hal pekerjaan, agama, akhlak 

dan keturunan. 2). Secara umum, masyarakat di Kecamatan Buntu Batu percaya 

bahwa terpenuhinya kafa‟ah dalam hal pekerjaan, agama, akhlak, dan keturunan 

suami dapat mengurangi risiko keretakan dan perceraian dalam  rumah tangga. Ini 

mencerminkan nilai-nilai dan preferensi yang berakar kuat dalam budaya dan 

tradisi lokal. 

Kata kunci: Pandangan Masyarakat, Pernikahan, Kafa’ah 
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ABSTRACT 

Mukit Syahrial, NIM: 105261121020, Community Views on Kafa'ah Nasab in 

Marriage (Case Study in Buntu Batu District, Enrekang Regency), (supervised by 

Hasan Juhanis, Lc., M.s. and Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.).  

This research aims to find out: 1). The views of the people in Buntu Batu 

District regarding the practice of kafa'ah, 2). The correlation between the concept 

of kafa'ah in marriage in Buntu Batu District with the concept of kafa'ah in 

Islamic Fiqh.  

This research is qualitative research, with a field research method 

approach, research by going directly into the field. The main data was obtained 

through interviews with traditional leaders, religious leaders, and community 

leaders. Meanwhile, secondary data was obtained from books, theses, journals and 

websites. Data collection methods used include observation, interviews and 

documentation. The location of this research focuses on Buntu Batu District, 

Enrekang Regency.  

The results of research conducted in Buntu Batu District, Enrekang 

Regency. Namely: 1). In general, people in Buntu Batu District think that rifts and 

divorce in the household can be minimized by fulfilling kafa'ah in terms of work, 

religion, morals and the husband's lineage. 2). In general, people in Buntu Batu 

District believe that fulfilling kafa'ah in terms of work, religion, morals and 

husband's lineage can reduce the risk of rifts and divorce in the household. It 

reflects values and preferences deeply rooted in local culture and traditions. 

Keywords:    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesungguhnya Islam adalah agama yang paripurna dan fitrah. Segala hal 

yang ada padanya adalah baik dan segala apa yang disyariatkan di dalamnya 

ditujukan untuk seluruh umat manusia. Islam merupakan agama universal, kekal, 

dan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu.  

Islam adalah agama yang mencakup segala aspek kehidupan dan zaman. 

Islam mengatur segala sesuatu hal, baik hal yang umum hingga hal khusus atau 

pribadi termasuk untuk urusan penyaluran libidio. Islam datang dengan sebuah 

syariat yaitu syariat pernikahan sebagai media yang sah dalam hal penyaluran 

libidio. Pernikahan adalah suatu perilaku berdasarkan petunjuk yaitu Al-Qur‟an 

dan Sunnah, Syariat pernikahan dalam Islam dilakukan untuk memenuhi 

kecenderungan berupa ketertarikan antara laki-laki dan perempuan dan begitupun 

sebaliknya.
1
  Allah telah menganugerahkan kepada para hamba-Nya sesuatu yang 

telah Dia syari`atkan kepada mereka, yaitu pernikahan. Dia telah menjadikannya 

sebagai salah satu dari tanda-tanda kekuasaan-Nya. QS Ar-Rum 30 : 21 

نْ  لَكُمْ  خَلَقَ  انَْ وَمِنْ اٰيٰتِو  هَا وَجَعَلَ  ازَْوَاجًا انَْ فُسِكُمْ  مِّ وَدَّةً وَّرَحَْْةً ۗاِنَّ فِْ ذٰلِكَ  لتَِّسْكُنُ وْْٓا الِيَ ْ نَكُمْ مَّ بَ ي ْ
رُوْنَ   لََٰيٰتٍ لقَِّوْمٍ ي َّتَ فَكَّ

Terjemahnya: 

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu 
merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan 
kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

2
 

                                                           
 

1
 R.M. Dahlan, Fiqih Munakahat (Yogyakarta: Deepublish, Juni 2015), h.11. 

 
2
 Kementrian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur‟an Hafalan dan Terjemahan,  (Bandung : 

Cordoba, 2020), h .406. 
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Pernikahan atau perkawinan adalah suatu perjanjian mengikat hubungan 

antara laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri yang sah dan 

memiliki rukun dan syarat.
3
 

Kita mengimani bahwa pernikahan adalah satu-satunya jalan syar`i dalam 

membentuk keluarga muslim. Hubungan seksual diluar bingkai ini termasuk dosa 

besar yang mendapatkan kemurkaan dari Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah 

mengharamkan perbuatan zina, dan segala hal yang mengarah kesana baik dalam 

bentuk perkataan atau perbuatan. Pernikahan dalam Islam memiliki aturan berupa 

adanya penetapan mengenai rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan oleh 

Rasulullah SAW yang apabila dipenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah. 

Sebaliknya, apabila salah satu dari rukun nikah tersebut tidak terpenuhi, maka 

status pernikahan tersebut akan berubah bahkan bisa jadi batal dan rusak dalam 

pandangan agama. 

Selain rukun dan syarat pernikahan, terdapat beberapa faktor yang harus 

diperhatikan untuk mencapai keharmonisan suatu rumah tangga. Faktor yang 

mempengaruhi keharmonisan rumah tangga diantaranya ialah kafa‟ah atau 

sekufu‟. Islam memandang pernikahan sebagai suatu kesempurnaan yang tidak 

hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan tetapi juga sesuai dengan  segala 

macam tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam memilih calon suami 

atau istri Islam sangat menganjurkan untuk mendasarkan segala sesuatunya atas 

norma agama, sehingga pasangan hidup nantinya mempunyai akhlak terpuji. 

Maka dari itu sebelum melangsungkan pernikahan Islam menunjukkan syarat 

untuk laki-laki dan perempuan sebelum memutuskan siapa yang akan menjadi 

pasangannya dengan maksud agar kedua calon suami tersebut dapan mengarungi 

                                                           
 

3
 Ma‟sumatun Ni‟mah,  Pernikahan Dalam Syariat Islam (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 

h.2. 
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bahtera rumah tangga dengan damai dan harmonis, salah satu kesetaraan yang 

disyariatkan oleh Islam ketika hendak menikah adalah Kafa‟ah. 

Kafa‟ah atau Kufu‟ berarti sama dan sepadan. Maksud kufu‟ dalam 

perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam 

kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlaq serta harta 

kekayaan.
4
  

Para ulama di bidang fikih berbeda pendapat mengenai hukum kufu‟. Di 

antaranya adalah Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa kufu‟ bukanlah menjadi 

ukuran dalam suatu pernikahan, yakni siapapun laki-laki muslim yang tidak 

melakukan perzinahan maka ia boleh menikahi muslimah yang juga tidak 

melakukan zina
5
. Sementara itu, beberapa kelompok ahli fikih lainnya 

berpendapat bahwa kufu‟ merupakan ukuran dalam suatu perkawinan. Tetapi yang 

menjadi standar utama adalah akhlak serta perilaku yang lurus, sementara 

keturunan, keterampilan, kekayaan, atau lainnya tidak menjadi ukuran
6
.
 

Petunjuk tentang perkara kafa‟ah ini telah digariskan dalam salah satu 

Riwayat hadits Rasulullah, sebagai berikut:  

رْأةَُ لَِِرْبعٍَ: لِمَالِِاَ وَلَِِسَبِهَا وَجََاَلِِاَ وَلِدِينِهَا، فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَربَِتْ يدََ اكَ 
َ

 تُ نْكَحُ الم

Artinya: 

"Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, nasabnya, 
kecantikannya, dan agamanya maka pilihlah yang punya agama, niscaya 
kedua tanganmu akan penuh dengan debu (beruntung)”

7
 

                                                           
 

4
 An bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, al-Wajiiz Fi al-Fiqh al-Sunnah, Ter. Abdul Majid, 

dkk, Fikih Praktis 1: Nikah (Cet.1 Solo: Fatiha,2018), h.85. 

 
5
Ibnu Hazm, Al-Muhalla bi al-Atsar, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 458. 

 
6
Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 

1985), h. 717. 

 
7
 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim AlMughiroh bin Bardizbah AlJu‟fiy 

Al-Bukhori, “Shahih Bukhari”, Tk: Daar Ihya‟, t.th, Vol XVIII, hal. 27 
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Dari hadits tersebut di atas secara tersurat menetapkan bahwa dalam 

memilih pasangan, harus memenuhi kriteria tertentu. Empat perkara penting yang 

harus diperhatikan laki-laki dalam mencari pasangannya yaitu harta, keturunan, 

kecantikan, dan agama. Melalui hadits tersebut, lantas para ulama madzhab 

menetapkan kategori kafa‟ah dalam pernikahan. 

Kafa'ah adalah  salah satu sub bahasan penting dalam hukum pernikahan. 

Hal ini terbukti dengan banyaknya literatur fiqih nikah yang  memasukkan  

kafa'ah sebagai sub bahasan  tersendiri dan dirinci  sedemikian rupa atas  rujukan 

al-qur'an dan hadis.  Meski ada  perbedaan yang cukup  kental dalam  menetapkan 

kriteria yang  menjadi unsur kafa'ah,  namun yang terpenting  disini adalah ulama 

tidak menafikan bahwa dalam pernikahan harus ada kafa'ah di dalamnya. Ibnul 

Qayyim misalnya, salah satu ulama yang concern menelaah permasalahan ini 

secara rinci. 

Dalam kitab “Zad al-Ma‟ad fi Hadyi Khair al-‟Ibad”, Ibnul Qayyim 

menyebutkan  bahwa  Allah telah memberi  penjelasan dalam  Al-quran mengenai  

kedudukan  manusia antara yang  satu dengan yang lain, antara muslim  yang satu  

dengan  lainnya. Inti dari informasi yang diberikan adalah pada dasarnya Islam 

tidak mengenal kelas dan perbedaan  status  sosial.
8
 Dasar hukumnya mengacu 

pada ketentuan surat al- Hujarat ayat 13: 

Slamet Abidin dan Aminuddin menyampaikan kafa‟ah dititik beratkan 

pada keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama 

yaitu akhlak dan ibadah sebab kafa‟ah diartikan kesamaan dalam harta atau 

kebangsawanan maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam 

                                                           
 

8
Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtasar Zad al-Ma‟ad, (peringkas: Muhammad bin 

Abdul Wahhab al-Tamimi), ed. In,Zadul Ma‟ad: Bekal Perjalanan ke Akhirat, (terj: Kathur 

Suhardi),(J akarta: Pustaka Azzam, 2006) 
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tidak dibenarkan adanya kasta karena pada hakikatnya setiap manusia sama di sisi 

Allah SWT yang membedakannya adalah ketakwaannya kepada Allah SWT, 

kafa‟ah dalam perkawinan merupakan faktor penting yang dapat mendorong 

terciptanya keharmonisan suami istri dan lebih menjamin untuk bisa menangani 

konflik dalam rumah tangga, kafa‟ah juga dianjurkan oleh Islam dalam memilih 

calon suami istri, namun tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.
9
 

Ahmad sarwat menyebutkan bahwa dalam menentukan kriteria memilih 

pasangan hukum dan realita masyarakat, menentukan kriteria calon pasangan itu 

dalam Islam ada dua sisi yang perlu menjadi perhatian dalam menentukan kriteria 

calon pasangan, pertama sisi yang terkait dengan agama, selera pribadi, seperti 

masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah fisik termasuk pula masalah kesehatan dan 

sebagainya.
10

 

Kafa‟ah dalam perkawinan merupakan unsur penting dalam membentuk 

keluarga yang sakinah sesuai ajaran Islam. Dengan dipahami substansi kafa‟ah 

merupakan langkah awal untuk merangkai dan menciptakan keluarga sakinah. 

Kafa‟ah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dan kegagalan yang 

disebabkan karena adanya kemungkinan-kemungkinan perbedaan yang ada di 

antara kedua pasangan.
11

 

Uraian tersebut penting dikemukakan sebagai indikasi bahwa konsep 

kafa‟ah dalam pekawinan merupakan salah satu unsur terpenting untuk 

diperhatiakan bagi setiap insan yang ingin melangsungkan pernikahan sebagai 

langkah awal  dalam menciptakan keluarga yang sakinah, demikian pun para 

                                                           
 

9
 Abd Rahman Ghozaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 97. 

 
10

 Ahmad Sarwat, Fiqih Nikah, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011) h. 61. 

 
11

 Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, h. 97. 
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ulama sangat menganjurkan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang hendak 

melangsungkan pernikahan agar menjadikan konsep kafa‟ah sebagai ukuran 

dalam menentukan calon pasangan hidupnya. 

Tidak terlepas pula dengan pandangan masyarakat di Kecamatan Buntu 

Batu Kabupaten Enrekang yang dulunya adalah wilayah daerah bekas kerajaan. 

Masyarakat memandang bahwa kafa‟ah diperlukan kesetaraan dalam beberapa 

hal: nasab, agama, akhlak, dan pekerjaan sebagai jaminan untuk mendatangkan 

keharmonisan dalam keluarga dan menjamin kehidupan anaknya. 

Alasan pemilihan Kecamatan Buntu Batu sebagai tempat penelitian adalah karena 

latar belakang wilayah daerah tersebut adalah bekas kerajaan dimasa yang lalu 

sehingga masyarakatnya pun masih banyak dihuni oleh orang-orang yang 

notabanenya adalah keturunan raja-raja. 

Menanggapi hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pandangan Masyarakat Terhadap Kafa’ah Nasab Dalam 

Pernikahan Studi Kasus Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diuraikan diatas, maka penulis mengangkat 

permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :  

1. Bagaimana pandangan masyarakat di Kecamatan Buntu Batu Terhadap 

Praktek Kafa‟ah Nasab dalam perkawinan? 

2. Bagaimana korelasi praktek kafa‟ah dalam perkawinan di Kecamatan Buntu 

Batu Dengan Konsep Kafa‟ah Dalam Fiqh Islam? 

3. Bagaimana korelasi konsep nasab dalam fikih dengan praktik kafaah dalam 

pernikahan masyarakat Kecamatan Buntu Batu? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas dan agar penelitian ini 

menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan: 

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Kecamatan Buntu Batu tentang 

praktek kafa‟ah 

2. Untuk mengetahui korelasi konsep kafa‟ah dalam perkawinan di Kecamatan 

Buntu Batu dengan konsep kafa‟ah dalam Fiqh Islam 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat 

memperluas cakrawala berpikir bagi penulis dan pembaca, dan dapat 

memberikan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 

dalam hal yang berkaitan dengan konsep dan kriteria kafa‟ah dalam 

perkawinan 

2.  Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti dan 

masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan masalah bagi keluarga 

yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini, serta dapat 

bermanfaat sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis ataupun 

sebagai tambahan kepustakaan. 

 

 

 



 

  8 

BAB II  

TINJAUAN UMUM 

A. Pernikahan 

1. Pengertian  Pernikahan 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik terjadi pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi 

makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.12 

Menurut Wahbah al-Zuhaily13, Dari segi bahasa perkawinan bermakna al-

Dhammu dan al-Jam‟u14 yaitu menggabungkan atau mengumpulkan, atau sebuah 

kata yang mengungkapkan tentang suatu hubungan atau ikatan yang mencakup 

hubungan intim dan akad sekaligus. Adapun pengertian perkawinan menurut 

syara‟ ialah akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara 

laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan 

laki-laki.15 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan sama atau identik maknanya dengan 

pernikahan, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) berasal dari 

                                                           
 

12
 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h.9 

 
13

 Wahbah al-Zuhailiy adalah seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan 

beliau juga merupakan seorang ulama fiqih kontenporer dunia yang sangat terkenal, nama 

lengkapnya adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhailiy. Beliau lahir di Dair „Atiyah, Suriah, 6 Maret 

1932 dan wafat pada 8 Agustus 2015 di Suriah. Dilihat di https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Wahbah 

al-Zuhaili (diakses pada 21 Januari 2024) 

 
14

 „Ali bin Muhammad bin „Ali al-Zain Al-Syarif al-Jurjani, al-Ta‟rifaat (Cet. 1; Beirut: 

Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1983), h.246. 

 
15

 Wahbah bin Mustafa al-Zuhailiy, al-fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu, (Cet XXI; 

Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), Juz IX, h.6513. 

https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Wahbah
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kata kawin dan nikah yang berarti (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai 

ketentuan hukum dan ajaran agama.16 

Kemudian kata zawaj dalam Al-Qur‟an ayang berarti kawin sebagaimana 

dalam QS al ahzab 33 : 37. Sebagai berikut : 

َ وَتُْ  ُ عَلَيْوِ وَانَْ عَمْتَ عَلَيْوِ امَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّّٰ ُ وَاِذْ تَ قُوْلُ للَِّذِيْْٓ انَْ عَمَ اللّّٰ فِيْ فِْ نَ فْسِكَ مَا اللّّٰ
هَا وَطَ  ن ْ ا قَضٰى زَيْدٌ مِّ ُ اَحَقُّ انَْ تَْشٰىوُۗ  فَ لَمَّ راًۗ زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لََ يَكُوْنَ عَلَى مُبْدِيْوِ وَتَْشَى النَّاسََۚ وَاللّّٰ

ِ مَفْعُوْلًَ  هُنَّ وَطَراًۗ وكََانَ امَْرُ اللّّٰ هِمْ اِذَا قَضَوْا مِن ْ  الْمُؤْمِنِيَْْ حَرجٌَ فِْْٓ ازَْوَاجِ ادَْعِيَاۤىِٕ

Terjemahanya :  

“(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang 
telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat 
kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang 
engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh 
Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk 
engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap 
istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) 
agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri 
anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan 
terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.17  

Karena nikah adalah akad, maka pernikahan dapat didefinisikan sebagai 

suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidan untuk memenuhi perintah 

Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Menurut imam Syafi‟I “nikah adalah 

suatu akad yang menjadikannya halal hubungan seksual antara pria dan 

wanita”,jadi nikah adalah suatu akad yang menjadikan halal hubungan seksual 

antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.18 

 

                                                           
 

16
 Dilihat di https//kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nikah. Diakses pada tanggal 24 April 2024 

 
17

 Kementrian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur‟an Hafalan dan Terjemahan, h.423 

 
18

 Kumedi Ja‟far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, h.18 
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Muhammad Abu Ishrah juga memberikan defenisi tentang akad yaitu 

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan  

keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong 

dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-

masing keduanya.19 

Menurut para ahli ilmu dan bahasa, kata nikah digunakan secara haqiqah 

(arti sebenarnya) untuk arti hubungan intim, dan secara majaz (kiasan) untuk arti 

akad. Sekiranya kata nikah tertera di dalam Al-Qur‟an dan sunnah tanpa adanya 

indikasi lain maka yang dimaksud adalah hubungan intim20. 

Allah SWT tidak berkenan manusia berperilaku yang serupa dengan 

makhluk-Nya yang lain (binatang) yang senang mengumbar nafsunya dan 

melampiaskannya dengan bebas, hubungan antara laki-laki dan perempuan  terjadi 

tanpa aturan maupun ikatan. Allah SWT telah menetapkan aturan yang sesuai 

dengan fitrah manusia, yang dengannya kehormatan dan martabat dapat terjaga. 

Oleh sebab itu, Allah SWT menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan 

dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha 

antara calon suami dan istri, ikrar ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan di 

antara keduanya, dan disertai pula dengan penyaksian khalayak ramai yang 

menyatakan bahwa keduanya telah sah menjalin hubungan suami istri.21 

                                                           
 

19
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, Cet.3, Kencana, Jakarta, 2003, Edisi 

Pertama, h. 6-10 

 
20

 Wahbah Az- Zuhaili, Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu,  h.39 

 
21

 Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-„Arabiy, 1977), Juz. 

II, h. 7 
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Para ahli fikih memberikan beragam pengertian atau defenisi perkawinan. 

Pendapat ini setidaknya dapat ditelusuri dari berbagai perumusan terkait defenisi 

atau pengertian perkawinan, yaitu diantaranya:22 

a. Ahmad Azhar Basyir mengemukakan; nikah ialah melakukan suatu akad 

atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan 

perempuan dengan maksud menghalalkan hubungan kelamin antara 

kedua belah pihak, atas dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak 

untuk menggapai suatu kebahagiaan hidup berumah tangga yang diliputi 

rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh 

Allah.23 

b. Menurut Prof. Dr. H. Yunus; perkawinan adalah aqad calon laki-laki dan 

calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh 

syariat. Akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan 

kabul dari calon suami atau wakilnya.24 

c. Menurut Prof. Dr. Ibrahim Hasan merumuskan; nikah adalah menurut 

asal dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin 

antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain adalah 

persetubuhan.25 

d. Menurut Sulaiman Rasyid bahwa perkawinan adalah akad yang 

menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-

                                                           
 

22
 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta : Kencana, 2012), h. 259 

 
23

 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : UII Press, 2000) h. 14 

 
24

 Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta : Hidayah Karya Agung, 1979), h. 1 

 
25

 Ibrahim Hasan, Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk, (Jakarta : Ihya 

Ulumuddin, 1973), h. 65 
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menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

keduanya bukan mahram.26 

e. Menurut Abdullah Sidik; Perkawinan ialah pertalian yang sah antara 

seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) 

dan dengan maksud untuk membentuk keluarga dan melestarikan 

keturunan, mencegah perzinaan dan merawat ketenteraman jiwa atau 

batin.27 

2. Dasar Hukum Pernikahan 

 Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, berarti 

nikah adalah suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri 

dan untuk umatnya, hal ini juga telah Allah sampaikan dalam firmannya QS. Ar-

Ra‟d 13 ayat 38 yang artinya : 

نْ قَ بْلِكَ وَجَعَلْنَا لَِمُْ ازَْوَاجًا وَّذُريَِّّةً ۗوَمَا كَانَ لرَِسُوْلٍ انَْ يََّّْتَِ  ِِٰيةٍَ اِلََّ وَلَقَدْ ارَْسَلْنَا رُسُلًً مِّ  
  لِۗكُلِّ اَجَلٍ كِتَا ٌ ِِِذْنِ اللِّّٰ 

Terjemahanya : 

Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi 
Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak 
mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan 
dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.28 

Dalam surat An-Nur Allah SWT berfirman: QS. An-Nur\24: 32 

كُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُ وْا فُ قَراَۤءَ يُ غْنِهِمُ ا لِحِيَْْ مِنْ عِبَادكُِمْ وَاِمَاۤىِٕ ُ مِنْ وَانَْكِحُوا الََْيََمٰى مِنْكُمْ وَالصّٰ  للّّٰ
ُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ   فَضْلِو وَاللّّٰ

Terjemahnya: 

                                                           
 

26
 H. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung : Sinar Baru, 1992), h. 348 

 
27

 Abdullah Sidik, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Tintamas Indonesia, 1983), h. 12 

 
28

 Kementrian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur‟an Hafalan dan Terjemahan,  h.254 
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Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, 
baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 
memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha 
Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.29 

Dalam ayat di atas, Allah Azza wa Jalla menyeru para wali (nikah) agar 

menikahkan orang-orang yang masih sendirian (laki-laki yang belum beristri dan 

perempuan yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya).30  

Dalam surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla berfirman: QS. Al-

Baqarah\2 : 232 

نَ هُمْ  وَاِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَ بَ لَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلًَ تَ عْضُلُوْىُنَّ انَْ ي َّنْكِحْنَ ازَْوَاجَهُنَّ اِذَا تَ راَضَوْا بَ ي ْ
ِ وَالْيَ وْمِ الَْٰخِرِ ۗ ذٰلِكُمْ ازَكْٰى لَ  للّّٰ ِِ لْمَعْرُوْفِ ۗ ذٰلِكَ يُ وْعَظُ بِو مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُ ؤْمِنُ  كُمْ ِِ

ُ يَ عْلَمُ وَانَْ تُمْ لََ تَ عْلَمُوْنَ   وَاطَْهَرُ ۗ وَاللّّٰ
Terjemahnya: 

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) 
masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah 
dengan (calon) suaminya.) apabila telah terdapat kerelaan di antara 
mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-
orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu 
lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah 
mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.31 

Dalam ayat di atas, Allah Azza wa Jalla juga menyeru para wali (ayah) 

untuk tidak menghalangi anak perempuannya (yang janda) menikah kembali, baik 

dengan mantan suaminya (bila talak raj‟i) maupun dengan lelaki lain yang 

disenanginya dengan cara yang makruf.32  

                                                           
 

29
 Kementrian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur‟an Hafalan dan Terjemahan,  h.354 

30
 Dedi Junaedi, Keluarga Sakinah, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007)  h. 25 

31
 Kementrian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur‟an Hafalan dan Terjemahan,  h.37 

32
 Dedi Junaedi, Keluarga Sakinah, h. 28 
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Dalam menafsirkan ayat di atas imam Qurtubi Rahimahullah berkata “ayat 

ini memnunjukan anjuran kuat untuk menikah, sekaligus larangan untuk 

beribadah terus menerus sampai tak mau menikah” 33 

Selain Ayat Al-Qur‟an Al-Karim diatas, Rasulullah SAW pun 

menganjurkan pernikahan lewat berbagai sabdanya, diantaranya:  

بَاِ  مَنْ اسْتَطاَعَ منكُم الْبَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ، فإَِنَّوُ أغََضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ  ، يََ مَعْشَرَ الشَّ
وْمِ فإَِنَّوُ لَوُ وِجَاءٌ  لصَّ ِِ  وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْوِ 

Artinya :  

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu (punya bekal dan 
biaya) hendaknya nikah, sebab nikah akan lebih menundukkan 
pandangan dan lebih menjaga kehermotan. Kalau belum mampu maka 
hendaknya ia berpuasa karena puasa akan menjadi perisai baginya.”34  

Rasulullah SAW bersabda: 

 مَنْ لَْ يَ عْمَلْ بِسُنَّتِِ فلَيسَ مِنِّّ ، و تَ زَوَّجُوا ؛ فإني مُكَاثرٌِ بِكُمُ الِمَُمَ النِّكَاحُ من سُنَّتِِ ف

Artinya: 

Pernikahan adalah sunnahku. Barangsiapa yang tidak mengamalkan 
sunnahku, maka sesunggahnya ia tidak termasuk dariku. Maka 
menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari 
kiamat)”35  

Perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan juga pasangan kita, 

agar tidak terjerumus kedalam sesuatu yang diharamkan. Perkawinan juga 

berguna untuk meneruskan garis keturunan, dengan menciptakan keluarga yang 

merupakan elemen penting dari masyarakat dan menciptakan sifat tolong-

menolong kepada sesamanya. 

                                                           
 

33
 Syaikh Mahmud Al Mashri, Bekal Pernikahan (Qisthi Press ,Jakarta Buku,2010 

 
34

 (HR. Bukhari no. 5056 dan Muslim no. 1400). 
35

 (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 

2383) 
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Perkawinan merupakan sunnatullah, namun para ulama berbeda pendapat 

mengenai hukum asal dari pernikahan, antara lain : 

a. Golongan pertama yang berpendapat bahwa hukum asal menikah ialah 

wajib, pendapat ini didukung ole h al-Dzhahiri, Ibnu Hazm dan Imam 

Ahmad merujuk pada hadits yang diriwatkan oleh Ibnu Mas‟ud r.a 

bahwa perintah menikah dalam hadits tersebut menunjukkan arti wajib, 

sampai datang hujjah yang memalingkannya 

Artinya: 

Hukum asal dari suatu perintah ialah wajib kecuali apabila terdapat 

dalil yang memalingkannya. 

b. Adapun golongan kedua yang berpendapat bahwa hukum asal dari 

pernikahan ialah Mustahab (Sunnah), pendapat ini dipelopori oleh 

jumhur (sebagian besar) ulama yang diantaranya imam empat madzhab 

yang merujuk pada banyak ayat-ayat Al-Qur‟an tentang perintah untuk 

menikah.36 

c. Kemudian jika ditinjau, hukum pernikahan menjadi berbeda-beda 

penetapannya tergantung kondisi perseorangan dan kemaslahatannya 

dengan berlandaskan kaidah ushul fiqih “Hukum itu beredar atau 

berganti-ganti menurut illah-nya, ada illah menjadikan adanya hukum 

dan tidak adanya illah menjadikan tidak adanya hukum” dengan kata 

                                                           
 

36
 Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, Shahih Fiqh al-Sunnah, (Kairo: Dar al-

Taufiqiyah li al-Turats, 2010), Jilid III, h. 69-70 
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lain seseorang apabila melakukan suatu perbuatan namun berbeda 

illahnya maka mengakibatkan berbeda pula hukumnya.37  

Maka hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan ialah: 

a. Wajib  

Bagi seorang yang telah siap untuk melaksanakan pernikahan dan dia 

khawatir apabila tidak menikah, ia akan terjerumus pada perzinaan, maka 

hukumnya wajib baginya untuk menikah. Sebab menjaga diri dari sesuatu yang 

diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sedangkan untuk mencegah perbuatan 

itu hanya dapat dilakukan dengan jalan menikah. Dengan demikian, hukum 

menikah adalah wajib.38 

b. Sunnah 

Bagi seseorang yang mampu dan memungkinkan untuk melaksanankan 

perkawinan namun ia masih mampu untuk membendung dirinya dari hal-hal yang 

diharamkan jika tidak menikah, maka nikah hukumnya sunnah baginya untuk 

menikah. Walaupun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih 

utama daripada melakukan berbagai macam ibadah.39Imam al-Baihaki 

meriwayatkan dari Abu Umamah r.a, bahwasanya Rasulullah bersabda : 

نَةٌ فِ الَِْرْضِ وَفَسَادٌ عَ  ريِضٌ إِذَا جَاءكَُمْ مَنْ تَ رْضَوْنَ دِينَوُ وَخُلُقَوُ فَ زَوِّجُوهُ، إِلََّ تَ فْعَلُوهُ تَكُنْ فِت ْ  
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Artinya: 

"Apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang engkau ridhai agama dan 

akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak engkau lakukan, niscaya akan 

terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar40.
 

Dan terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan memiliki 

kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika 

ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat menjaga diri atau memiliki 

keturunan, maka baginya hukum menikah sunnah. Namun, jika ia tidak 

berkeinginan untuk menikah sedang ia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak 

menikah. Menurut Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, sunnah menikah bagi 

yang tidak berkeinginan untuk menikah walaupun  tidak khawatir jatuh ke dalam 

perzinaan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. 

Oleh karena hukumnya sunnah, maka jika seseorang yang berada dalam kondisi 

tersebut maka melaksanakan pernikahan akan mendapatkan pahala. 

Apabila tidak atau belum melaksanakannya, maka tidak ada dosa dan tidak 

pula mendapatkan pahala.41  

c. Mubah 

bagi seorang (laki-laki) yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang 

mewajibkan segera untuk menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan 
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untuknya. Yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan sesuai 

dengan pandangan syariat.42 

d. Makruh 

Seseorang yang tidak dapat memberi nafkah baik lahir maupun batin, 

namun perempuan yang ingin dinikahinya mau menerima kondisinya, sebab ia 

tergolong orang yang kaya raya dan syahwatnya tidak begitu besar maka hukum 

menikah baginya adalah makruh. Kalau ia (suami) tidak mampu memberi nafkah 

lahir ataupun nafkah batin karena melakukan suatu ketaatan atau adanya halangan, 

seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah 

kuat.43 

e. Haram 

Bagi seseorang yang sudah dipastikan bahwa ia tidak akan sanggup 

memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, 

maka menikah baginya hukumnya ialah haram.44 Pernikahan juga diharamkan 

bagi orang yang menderita penyakit yang dapat menghalanginya untuk 

berhubungan badan, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia harus 

memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya. Pernikahan 

dengan niat untuk menganiaya atau menyakiti atau bahkan menikahi hanya untuk 

menelantarkannya juga hukumnya haram. Dan masih banyak kondisi dan keadaan 

seseorang diharamkan atasnya menikah dan apabila seseorang berada dalam 
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situasi tersebut, maka berdosa baginya menikah meskipun pernikahannya sah dan 

telah memenuhi ketentuan-ketentuan. 

3. Tujuan Menikah  

Dalam menjalin bahtera rumah tangga yang harmonis tentu harus dilandasi 

dengan tujuan yang jelas yang mengaitkan antara duniawi dan ukhrowi. Diantara 

tujuan pernikahan ialah memnundukan pandangan , menjaga kesucian diri dan 

menaati perintah Allah serta meneladani sikap Rasulullah, memperbanyak 

generasi umat islam, memiliki keturunan dan memiliki persaudaraan sesama 

manusia. Allah berfirman dalam QS al-Furqon/25 : 54 sebagai berikut :45 

صِهْراًۗ وكََانَ رَبُّكَ قَدِيْ راً  وَىُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۤءِ بَشَراً فَجَعَلَو نَسَبًا وَّ
Terjemahnya : 

Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia 
menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan musaharah 
(persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa.46 

 

Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak 

terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga 

komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai 

keturunan. Demikian juga, pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan 

garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, 

dan menciptakan sikap bahu-membahu diantara sesama. Sebagaimana telah 

diketahui bahwasanya pernikahan merupakan bentuk bahu-membahu antara suami 

dan istri untuk mengemban beban kehidupan.47 
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Menurut DR Sana Al Khuli seorang dosen ilmu social di Universitas  

Alexandria menyebutkan beberapa tujuan pernikahan di antaranya adalah sebagai 

berikut : 

a) Saling memberi rasa kasih sayang dan rasa aman  

b) Mencari rasa aman dalam hal ekonomi dan mendapatkan tempat tinggal 

sendiri  

c) Mewujudkan keinginan orang tua  

d) Lari dari kesendirian atau agar dapat hidup mandiri dari tempat tinggal orang 

tua 

e) Mendapatkan pendamping hidup yang bisa membimbing ke jannah Nya  

f)  Mendapatkan pelindung  

Menurut H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya beberapa tujuan 

pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut : 

a) Mendapatkan keturunan 

b) Tempat menyalurkan libido dan kasih sayang  

c) Menjalankan syariat agama, menjaga diri dari kejahatan dan perbuatan 

fasad 

d) Belajar bertanggung jawab dengan memenuhi kewajiban dan 

mendapatkan hak juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta 

yang halal 

e) Membangun keluarga kecil yang tenteram atas dasar cinta dan kasih 

sayang.48 
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Masih banyak tujuan pernikahan yang jumlahnya tak terbatas , namun 

yang terpenting dari semua itu adalah adanya kejelasan tujuan, kesucian tujuan, 

bersih dari tujuan buruk, rasional,mapan dan kedua belah pihak memiliki 

kemampuan dalam menjalankan bahtera rumah tangganya sendiri. 49 

4. Syarat dan rukun Pernikahan 

Rukun perkawinan merupakan faktor penentu sah atau tidaknya suatu 

perkawinan, sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus 

dipenuhi oleh seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan. Adapun rukun 

nikah yaitu:50 

a. Calon mempelai laki-laki 

b. Calon mempelai wanita 

c. Wali 

d. Dua orang saksi 

e. Shigat ijab kabul 

Syarat-syarat nikah tidak lepas dari rukun perkawinan, beberapa syarat-

syarat perkawinan menurut terpenuhinya rukun antara lain:51 

a. Syarat calon mempelai laki-laki, yaitu bukan merupakan mahram dari calon 

istri, menikah atas kemauan sendiri, dan sedang tidak menjalankan ihram. 

b. Syarat calon mempelai perempuan, yaitu tidak berhalangan melakukan 

pernikahan secara syara‟ (tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, 

                                                           
 

49
 Muhammad Nabil Kazhi, Panduan Pernikahan Ideal, h. 92 

 
50
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dan bukan mahram calon suami), atas kemauan sendiri, dan sedang tidak 

ihram. 

c. Syarat wali, yaitu laki-laki yang telah baligh, sehat akalnya, adil, dan sedang 

tidak ihram. 

d. Syarat saksi, yaitu merupakan laki-laki yang telah baligh, sehat akalnya, 

mampu mendengar dan melihat, dan memahasmi bahasa yang akan 

digunakan dalam shigat ijab qabul. 

e. Syarat utama shigat ijab qabul yaitu dengan menggunakan bahasa yang jelas, 

dapat dipahami oleh calon mempelai, wali, maupun saksi, dan harus dapat 

menyatakan maksud dari akad tersebut. 

B. Tinjauan Kafa’ah Sebagai Syarat Dalam Pernikahan  

1. Pengertian Kafa’ah 

Kata kafa‟ah berasal dari kata  الكفء merupakan bentuk masdhar dari kata 

 yang berarti sama, sepadan.52 Kafa‟ah  adalah kesetaraan khusus كفء يكفء كفاءة

antara suami dan istri atau status suami yang setara dengan istri.53 

Kafa‟ah ditinjau dari sisi kebahasaan mengandung arti persamaan dan 

keserupaan. Sedangkan kafa‟ah sisi istilah ialah orang yang serupa dan sepadan. 

Maksud kafa‟ah dalam pernikahan adalah bahwa suami hendaknya sekufu dengan 

istrinya.Tidak dipungkiri bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan 
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sebanding merupakan factor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin 

keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.54 

Pembahasan tentang kafa‟ah dalam pernikahan adalah isu penting dalam 

fikih Islam. Kafa‟ah dalam pernikahan dapat dirangkum sebagai kesetaraan dan 

kesesuaian antara pasangan suami istri dalam beberapa aspek tertentu. Penting 

bagi kita untuk memahami pandangan para ahli fikih tentang topik ini dan 

bagaimana kafa‟ah ini dipersyaratkan. Sebagaimana yang telah disebutkan 

sebelumnya bahwa secara bahasa, kafa‟ah mengandung arti kesetaraan dan 

kesesuaian, di mana individu dianggap sejajar dengan yang lain. Dalam fikih, 

kafa‟ah merujuk pada kesesuaian antara pasangan suami istri dalam beberapa 

aspek untuk menghindari rasa malu atau masalah di masa depan. Misalnya, 

menurut Mazhab Maliki yang berpandangan bahwa kafa‟ah dapat mencakup 

agama dan status (yaitu kebebasan dari cacat yang memerlukan pilihan), 

sedangkan mayoritas mazhab biasanya mencakup agama, keturunan, kebebasan, 

dan keterampilan (atau pekerjaan)55.  Setiap pasangan memiliki hak atas perihal 

kesetaraan atau kesepadanan, di mana setiap individu mencari titik kesamaan atas 

calon pasangan mereka yang diperkirakan dapat menjadi unsur pendukung 

kelanggengan dan keharmonisan pasca pernikahan mereka. 

Topik ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan penjelasan yang 

memadai tentang pandangan fikih yang terkait, dan membutuhkan lebih banyak 

penelitian dan studi untuk memahaminya secara menyeluruh. Tentang pandangan 

para ahli fikih mengenai persyaratan kafa‟ah, terdapat dua pendapat:  

                                                           
54
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Pendapat Pertama, beberapa ahli fiqih seperti Ath-Thawri, Al-Hasan Al-

Bashri, dan Al-Karkhi dari Mazhab Hanafi beranggapan bahwa kafa‟ah bukanlah 

syarat utama pernikahan. Pernikahan tetap sah tanpa syarat kafa‟ah, sehingga 

pernikahan tetap berlaku, baik suami merupakan pasangan yang sempurna atau 

tidak56.  :  

سنان المشط، لَ فضل لعربي على عجمي، الناس سواسية كأ»قولو صلّى الله عليو وسلم: 
  إنما الفضل ِلتقوى

Artinya:   

"Manusia adalah sama seperti gigi pada sisir, tidak ada kelebihan bagi 

Arab atas non-Arab, kelebihan hanya terletak pada derajat takwa 

seseorang."57 

Ini menunjukkan kesetaraan mutlak dan tidak adanya syarat yang 

mengikat dan mematok tolak ukur derajat seseorang, akan tetapi semua orang 

dinilai sama tanpa terkecuali, yang membedakan diantara mereka adalah derajat 

takwanya. 

Pendapat kedua adalah  pendapat mayoritas para fuqaha (termasuk dalam 

empat madzhab): Bahwa kafa‟ah adalah syarat dalam mengikat perkawinan, 

bukan syarat sahnya, berdasarkan dalil dari Nabi Saw: 

ثلًث لَ تؤخر: الصلًة إذا »السنة: حديث علي أن النبي صلّى الله عليو وسلم قال لو: 
 أتت، والجنازة إذا حضرت، والِيم إذا وجدت لِا كفئاً 

Artinya: 
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 "Ada tiga hal yang tidak boleh ditunda: Shalat ketika waktunya telah tiba, 

pemakaman ketika jenazah telah hadir, dan pernikahan ketika telah 

ditemukan pasangan yang cocok." 

Ini menunjukkan bahwa kafa‟ah adalah sebuah syarat yang mengikat, 

seseorang yang hendak menikah agar tidak menunda-nunda atau mengakhirkan 

pernikahannya ketika dia telah menemui kecocokan pada seseorang yang hendak 

menikahinya. 

Dari kalangan Mayoritas ulama berpendapat bahwa prinsip sekufu adalah 

prinsip mu‟tabar (banyak diamalkan umat islam), Namun  perkara yang dianggap 

penentu adalah sikap istiqomah dan akhlak, bukan karena nasab,pekerjaan 

(profesi), kekayaan dan sesuatu yang lain. Maka boleh bagi seorang laki-laki 

sholeh yang tidak bernasab baik untuk menikah dengan wanita yang bernasab 

baik, atau laki-laki berkedudukan rendah boleh  menikah dengan wanita 

berkedudukan terhormat. Dan jika syarat laki-laki tidak istiqomah maka wanita 

boleh meminta fasakh akad(menggugurkan akad). 58 

Menurut istilah hukum Islam, kafa‟ah atau kufu‟ yaitu keseimbangan dan 

keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak 

merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Sebanding berarti memiliki 

kedudukan yang sama, tingkat derajat dan sosial yang sama, serta memiliki 

akhlak, dan kekayaan yang sama. Hal yang ditekankan dalam kafa‟ah adalah 

akhlak dan ibadah. Jika kafa‟ah diartikan persamaaan dalam harta atau 

kebangsawanan, maka hal ini sama dengan membangun sebuah sistem kasta.59 
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2. Hak kafa’ah bagi wanita dan para walinya 

Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa kafa‟ah (sekufu) ada dalam dominan 

para wanita dan walinya. Maka tidak boleh bagi wali menikahkan wanita dengan 

laki-laki yang tidak sekufu, kecuali atas ridha wanita tersebut dan ridha walinya. 

Jika si wanita ridha dan para walinya ridha, maka boleh menikahkan, karena 

larangan adalah hak mereka, jika mereka ridha maka hilanglah larangan itu.60 

Mayoritas ulama mempertimbangkan kafa‟ah dalam pernikahan hanya berlaku  

bagi laki-laki,  tidak bagi perempuan. Maksudnya. pihak laki-lakilah yang 

disyaratkan agar sekufu dan sepadan dengan pihak perempuan. Sementara 

perempuan, dia tidak disyaratkan agar sekufu dengan laki-laki yang akan 

menikahinya. Jika laki-laki tidak sekufu dengan perempuan  maka ia dapat 

menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya 

dapat dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkannya sehingga bila 

perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak sekufu wali dapat 

mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya 

perkawinan itu.  

Laki-laki agar sekufu dengan perempuan sebagai landasannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Rasulullah SAW bersabda : 

Siapa yang memiliki seorang budak perempuan, lalu dia mengajarinya dan 

menyempurnakan pengajarannya, lalu dia memerdekakannya dan menikahinya, 

maka baginya dua pahala.61 
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b. Sesungguhnya Rasulullah SAW, tidak memiliki padanan dalam 

kedudukan beliau. Namun begitu, beliau menikah dengan para perempuan 

dari perkampungan Arab. Beliau juga menikahi Shafiyyah binti Huyai 

yang sebelumnya beragama Yahudi, lalu memeluk Islam.62 

c. Sesungguhnya seorang istri yang memiliki kedudukan tinggi, pada 

umumnya akan merasa cela begitu juga dengan walinya apabila dia 

menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. 

 Adapun suami yang memiliki kedudukan yang mulia, tidak mendapatkan 

aib apabila istrinya adalah perempuan yang hina dan memiliki kedudukan yang 

lebih rendah darinya. 

Para ulama berbeda pendapat tentang karakteristik kafa‟ah yang harus 

diimbangi oleh suami kepada istri, dan sebagian besar dari mereka seperti yang 

dikatakan oleh al-Khaththabi bahwasanya kafa‟ah dianggap pada empat hal yaitu; 

agama, kebebasan, keturunan, dan keterampilan.63 

Menurut Amin Suma kafa‟ah ialah kesetaraan yang harus dimiliki calon 

suami dan istri dengan mantap untuk menghindari aib dalam beberapa 

permasalahan, kafa‟ah menjadi suatu pertimbangan suami istri untuk  

menghilangkan kecacatan dalam pernikahan.64 
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Sedangkan Sudarto mendefinisikan kafa‟ahsebagai suatu penyesuaian  

keadaan antara suami dan istri baik ditinjau dari kedudukan sosialnya, moral atau 

kematangan ekonomi untuk membawa kesejahteraan dalam rumah tangga.65 

Amir Syarifudin juga memberikan pendefinisian mengenai kafa‟ah, 

menurutnya kafa‟ahadalah perempuan harus memiliki kesetaran atau sederajat 

dengan lakilaki, sifat kafa‟ahmengandung makna bahwa sifat pada perempuan 

dalam konteks perkawinan harus ada pada lakilaki yang mengawininya.66 

Mayoritas ulama menganggap bahwasanya kafa‟ah hanya sebatas untuk 

menjaga keharmonisan dalam pernikahan, bukan untuk kesahihan. Dalam  riwayat 

al-Hasan  yang kemudian menjadi fatwa dalam  mazhab Hanafi, dan dalam 

riwayat dari Ahmad yang menyebutkan bahwasanya kafa‟ah adalah syarat untuk 

keabsahan sebuah pernikahan.67 

 Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa kafa‟ah merupakan hak bagi 

perempuan dan para wali. Seorang wali tidak diperbolehkan menikahkan seorang 

perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak 

sekufu dengannya, kecuali atas ridhanya dan ridha dari para wali yang lain. 

Adapun menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu berarti menimpakan 

aib kepadanya dan para walinya sehingga hal itu tidak diperbolehkan,  kecuali atas 

ridha dari mereka semua. Tetapi, apabila dia ridha dan para walinya juga ridha, 

maka wali diperbolehkan untuk menikahkannya dengan laki-laki tersebut. 

Larangan ini ditetapkan demi memelihara hak mereka. Apabila mereka ridha, 

maka larangan  untuk menikahkan di antara keduanya tidak berlaku lagi. Mazhab 

                                                           
 

65
 Sudarto, Fiqh Munakahat, (Pasuruan: Qiara Media, 2020) h. 21 

 
66

 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana 2014) h. 

140 

 
67

 Waziirotu al- Awqofi Wa al-Syuni al-Islamiyyah, al-Mausu‟atu al-Fiqhiyyatu al-

Kuwaitiyyatu, Juz 13, h. 202 



29 

 

 

Syafi'i berpendapat bahwa kafaah adalah hak orang yang memiliki perwalian 

secara langsung. 

Riwayat lain dari Ahmad menyatakan bahwa kafaah merupakan hak 

semua wali, baik wali yang dekat maupun yang jauh. Siapapun di antara mereka 

yang tidak berkenan, diperbolehkan membatalkan pernikahan. Juga ada riwayat 

dari Ahmad yang menyebutkan bahwa kafaah merupakan hak Allah. Seandainya 

para wali dan istri rela untuk menanggalkan kafa‟ah, maka kerelaan mereka tidak 

sah. Riwayat ini didasarkan pada pendapat bahwa kafaah hanya berlaku hanya 

pada sisi agama, sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu riwayat Ahmad.68 

3. Waktu prinsip sekufu berlaku  

Status sekufu itu berlaku ketika melakukan akad nikah, dan jika kurang 

salah satu sifat kafa‟ah  itu , maka ia tidak merusak atau  mengubah keadaan, dan 

tidak berpengaruh terhadap akad nikah, karena sekufu bukan termasuk syarat 

nikah. 69 

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan setelah dilangsungkannya perkawinan, maka hendaknya pihak yang 

mempunyai hak dalam menentukan kafa‟ah menyatakan dan menyampaikan 

pendapatnya kedua mempelai pada akad nikah. Dan sebaliknya perseetujuan 

tentang kafa‟ah ini dicatat oleh pihak-pihak yang berhak sehingga kemudian dapat 

dijadikan alat bukti seandainya suatu saat ada pihak yang menggugat. Hal ini 

mengandung hikmah bahwa suatu perkawinan harus diteliti terlebih dahulu agar 

tidak ada penyesalan dikemudian hari dalam perkawinan. 
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4. Kedudukan Kafa’ah dalam penikahan  

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa kafa‟ah tidak diperhitungkan dalam 

sebuah perkawinan, menurutnya semua umat Islam yang satu dan lainya adalah 

sama (sekufu). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia 

berhak nikah dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina.70 Hal ini 

relevan dengan firman Allah dalam firmannya yaitu QS Al -Hujarat/49 : 10 

sebagai berikut : 

َ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَُْوْنَ  اَ الْمُؤْمِنُ وْنَ اِخْوَةٌ فاََصْلِحُوْا بَ يَْْ اَخَوَيْكُمْ وَات َّقُوا اللّّٰ  اِنمَّ
Terjemahnya : 

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada 
Allah agar kamu dirahmati.71 

Allah juga berfirman dalam QS An Nisa 4 : 3 sebagai berikut :  

نَ النِّسَاۤءِ مَثْ نٰٰ وَثُ لٰثَ وَربُٰعَ َۚ وَاِنْ خِفْتُمْ الََّ تُ قْسِطوُْا فِِ الْيَ تٰمٰى فاَنْكِحُوْا مَ  ا طاََ  لَكُمْ مِّ
 فاَِنْ خِفْتُمْ اَلََّ تَ عْدِلُوْا فَ وَاحِدَةً اوَْ مَا مَلَكَتْ ايَْْاَنُكُمْ ۗ ذٰلِكَ ادَْنْٰٰٓ اَلََّ تَ عُوْلُوْاۗ 

Terjemahnya : 

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan 
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu 
khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau 
hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih 
dekat untuk tidak berbuat zalim.72 

Dalam firmannya yang lain Allah juga berfiman dalam QS An Nisa 4 : 24 

sebagai berikut : 

ا وَراَۤ  :  ِ عَلَيْكُمْ َۚ وَاحُِلَّ لَكُمْ مَّ ءَ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ اِلََّ مَا مَلَكَتْ ايَْْاَنُكُمْ َۚ كِتٰبَ اللّّٰ
هُنَّ فاَٰتُ وْىُنَّ  رَ مُسٰفِحِيَْْ ۗ فَمَا اسْتَمْتَ عْتُمْ بِو مِن ْ مَْوَالِكُمْ مُُّّْصِنِيَْْ غَي ْ ِِ تَ غُوْا   ذٰلِكُمْ انَْ تَ ب ْ
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َ كَانَ  تُمْ بوِ مِنْْۢ بَ عْدِ الْفَريِْضَةِۗ اِنَّ اللّّٰ عَلِيْمًا اجُُوْرَىُنَّ فَريِْضَةً ۗوَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَ راَضَي ْ
 حَكِيْمًا

Terjemahnya : 

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang 
bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu 
miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain 
(perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) 
dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. 
Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah 
kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. 
Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan 
sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.73 

Rasulullah telah mengawinkan Zainab dengan zaid bekas budak beliau. 

Dan mengawinkan mikdad dengan dengan dlaba binti Zubair bin abdul muthalib. 

Kami berpendapat tentang laki-laki fasik dan Perempuan fasik, bagi golongan 

yang tidak setuju dengan pendapat kami mengatakan bahwa laki-laki fasik tidak 

boleh kawin kecuali dengan Perempuan fasik saja. Dan bagi Perempuan fasik 

tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki fasik pula. Hal demikian sesuai dengan 

firman Allah dalam QS At- Taubah/9 : 71  sebagai berikut :74 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  لْمَعْرُوْفِ وَيَ ن ْ ِِ وَيقُِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْمِنُ وْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَ عْضُهُمْ اوَْليَِاۤءُ بَ عْضٍٍۘ يََّْمُرُوْنَ 
َ وَرَسُوْلَو عُوْنَ اللّّٰ كَ سَيَ رْحَْهُُ  وَيُ ؤْتُ وْنَ الزَّكٰوةَ وَيطُِي ْ ىِٕ

ۤ
َ عَزيِْ زٌ حَكِيْمٌ اوُلٰ ُ اِنَّ اللّّٰ  مُ اللّّٰ

Terjemahanya : 

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka 
menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) 
makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, 
menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan 
diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.75 
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5. Ukuran kafa’ah  

Kufu adalah persamaan dan kesepadanan antara suami dengan isteri, kufu 

mencakup bebeapa perkara :  

a. Kufu dalam hal agama  

Ulama sepakat bahwa agama masuk dalam kriteria paling utama dalam 

memilih pasangan. Makna agama disini tidak diartikan bahwa antara wanita dan 

laki-laki keduanya harus Islam tapi juga melihat bagaimana keduanya 

menjalankan Islam. Maksudnya ialah wanita yang soleh tidak sekufu dengan 

lakilaki yang fasik atau sebaliknya. Hanya Imam Maliki yang membatasi 

kafa‟ahpada agama saja. Maksud Imam Malik pada kata “agama” 

adalahkesalehandan keistiqomahan.Agama menjadi faktor yang penting dalam 

membangun rumah tangga, karena orang yang beragama sudah tentu berakhlak 

dan akhlak akan menentukan tanggung jawabnya terhadap hak dan kewajiban.76 

Kufu dalam hal agama adalah aspek yang sangat penting dipertimbangkan 

dalam pernikahan, bahkan menjadi salah satu sayrat sahnya sebuah pernikahan. 

Para ulama bersepakat bahwa seorang Muslimah tidak boleh menika dengan laki-

laki kafir. 

Seorang muslim juga tidak boleh menikahkan budak wanitanya yang 

sholihah dengan seorang laki-laki fasik. Allah berfirman dalam qur‟an surah An 

Nur 24 : 26  
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ثٰتَِۚ وَالطَّيِّبٰتُ للِطَّيِّبِيَْْ وَالطَّيِّبُ وْنَ للِطَّيِّبٰ  ثُ وْنَ للِْخَبِي ْ ثٰتُ للِْخَبِيْثِيَْْ وَالْْبَِي ْ كَ مُبَ رَّءُوْنَ مَِّا يَ قُوْلُوْنَۗ اَلْْبَِي ْ ىِٕ
ۤ

تَِۚ اوُلٰ
غْفِرةٌَ وَّرزِْقٌ كَرِيْمٌ   ࣖ لَِمُْ مَّ

Terjemahnya : 

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki 
yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan 
perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki 
yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang 
baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan 
dan rezeki yang mulia.77 

Sayyid Sabiq juga menegaskan bahwa kafa‟ahhanya  diukur berdasarkan 

keistiqomahan dan kesalehanseseorang. Laki laki miskin bolehmenikah dengan 

wanita yang kaya raya dan seterusnya. Wali tidak memilikihak untuk menolak dan  

membatalkan pernikahan antara laki-laki dan wanita yang tidak sekufu selain 

dalam keistiqomahan dan kesalehan. Ia juga mengutip  pendapat Ibnu Rusyd 

bahwa seorang wanita boleh menolak kepada  walinya apabila dinikahkan dengan 

laki-laki yang fasik dan apabila hakim melihat keadaan tersebut makan harus 

memfasakh  keduanya.78  

Hak khiyar yang dimiliki wali berdasarkan pandangan mazhabMaliki hanya 

berlaku apabila laki-laki dan wanita tidak sekufu dalam kesalehandan 

keistiqomahan. Wanita berhak menolak apabila dinikahkan dengan lakilaki fasiq 

dan hakim boleh memberikan putusan fasakh untuk memisahkan keduanya 

apabila melihat kejadian ini. Pandangan Malikiyyah inilah yang hanya 

menjadikan agama oleh sebagian ulama kontemporer sebagai pandangan yang 

sesuai  dengan kondisi zaman saat ini yaitu, zaman demokrasi, zaman yang 
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menjujung tinggi nilai kesetaraan, baik bangsawan, rakyat jelata, kaya, miskin, 

berpendidikan, bodoh atau berpangkat. Disisi Allah semua sama, hanya nilai 

ketaqwaan yang menjadi perbedaan diantara manusia.79 

b. Kufu dalam keturunan (Nasab) 

Nasab merupakan salah satu unsur yang dijadikan ukuran kafaah dalam 

perkawinan. Dalam fikih klasik, para ulama berbeda pendapat mengenai urgensi 

nasab sebagai syarat sekufu. Sebagian menekankan bahwa kesamaan nasab dapat 

menjaga kehormatan keluarga dan menghindarkan dari celaan sosial, sedangkan 

yang lain menganggap nasab bukan penentu utama dalam keharmonisan rumah 

tangga.Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: 

  يَدَاكَ تُ نْكَحُ الْمَرْأةَُ لَِِرْبعٍَ: لِمَالِِاَ، وَلَِِسَبِهَا، وَلِجمََالِِاَ، وَلِدِينِهَا، فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَربَِتْ 
“Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, 

kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya 

engkau akan beruntung."80 

Hadis ini menunjukkan bahwa keturunan (nasab) termasuk dalam kriteria yang 

diperhatikan, meskipun bukanlah aspek utama. 

Jumhur ulama dari Imam Hanafi, Imam Syafii, dan Imam Hambali 

menjadikan nasab sebagai salah satu ukuran kafa‟ah. Namun, Madzhab Hanafi 

hanya mengkuhususkan nasab pada orang Arab dengan alasan karena memang 

tradisi Arab menjaga garis keturunannya, rasa bangga dan mereka merasa malu 

apabila menikah dengan orang tidak setara dalam nasab. Sebaliknya, Orang non-
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Arab tidak mendapat perhatian khusus dalam  madzhab Hanafi, nasab tidak 

menjadi ukuran kafa‟ah pada selain Arab. Wanita Arab tidak sekufu apabila 

menikah dengan laki-laki non-Arab meskipun laki-laki tersebut berasal dari 

kalangan elit.81 

Sedangkan Madzhab Syafi'I menganggap bahwa dalam  suku bangsa Arab 

pun ada ketidak sekufu di dalamnya. ia menilai bahwa bani Hasyim dan bani 

Muthalib tidak setara dengan orang Quraisy lainnya.82Sedangkan Hanabilah 

umumnya sejalan dengan pandangan Syafi‟iyah. Sementara itu, Malikiyah lebih 

menekankan aspek agama dan akhlak, dan tidak menjadikan nasab sebagai ukuran 

kafaah83. 

Dalam konteks masyarakat Kecamatan Buntu Batu, faktor keturunan 

masih sering dipertimbangkan. Hal ini tidak lepas dari latar belakang historis 

daerah tersebut sebagai bekas kerajaan, sehingga garis keturunan bangsawan atau 

keturunan tokoh tertentu dianggap memiliki nilai sosial tersendiri84. Namun, 

perkembangan sosial modern menunjukkan adanya pergeseran: generasi muda 

cenderung menekankan faktor agama, akhlak, dan kemampuan ekonomi 

dibandingkan semata-mata pada garis keturunan. 

Jika ukuran kafaah hanya ditekankan pada nasab, hal ini berpotensi 

menimbulkan diskriminasi sosial. Dalam kerangka maqasid al-shari„ah, aspek 

yang lebih penting adalah hifz al-nasl (penjagaan keturunan), yaitu memastikan 
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nasab yang sah melalui pernikahan yang sesuai syariat, bukan sekadar menjaga 

“kemurnian darah” atau stratifikasi sosial85. 

c. Kufu dalam harta  

Allah berfirman dalam QS An Nisa /4 : 34 sebagai berikut : 

ُ بَ عْضَهُمْ عَلٰى بَ عْضٍ وَّبِآَْ انَْ فَقُوْا مِنْ امَْوَالِِِ  مْ ۗ الَرّجَِالُ قَ وَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِاَ فَضَّلَ اللّّٰ
ُ ۗوَالّٰتِِْ تَاَفُ وْنَ نُشُوْزَىُنَّ فَعِظوُْىُنَّ وَاىْجُ  لِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ للِّْغَيْبِ بِاَ حَفِظَ اللّّٰ رُوْىُنَّ فاَلصّٰ

َ كَانَ عَلِيِّا كَ  غُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًً اِۗنَّ اللّّٰ راًفِِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربُِ وْىُنَّ َۚ فاَِنْ اطَعَْنَكُمْ فَلًَ تَ ب ْ  بِي ْ
Terjemahanya : 

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) 
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian 
yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang 
taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena 
Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu 
khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka 
di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka 
(dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka 
menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan 
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.86 

Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan mazhab Hanafi,Hambali dan 

salah satu pendapat dari kalangan mazhab syafi‟i 87 

d. Kufu dalam hal kemerdekaan  

Hal ini perlu dipertimbangkan menurut jumhur ulama, selain imam malik 

Kafa‟ah dalam hal kemerdekaan juga tentu dianggap, seperti yang terlihat dari 

fakta bahwa seorang budak tidak boleh menikahi seorang wanita merdeka kecuali 

dalam keadaan terpaksa, di mana pernikahan dengan budak diperbolehkan karena 

kebutuhan darurat dan tidak boleh karena pilihan. Kafa‟ah dalam hal kemerdekaan 
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juga tentu dianggap, seperti yang terlihat dari fakta bahwa seorang budak tidak 

boleh menikahi seorang wanita merdeka kecuali dalam keadaan terpaksa, di mana 

pernikahan dengan budak diperbolehkan karena kebutuhan darurat dan tidak boleh 

karena pilihan, sebagaimana firman Allah Ta'ala:  

 "Dan orang yang tidak mampu menikahi perempuan-perempuan mukmin 

yang merdeka, maka (nikahilah) dari hamba sahaya yang kamu miliki" [An-Nisa: 

25]  yang berarti: maka hendaklah dia menikahi budak; namun ini terkondisi 

dengan ketidakmampuan untuk menikahi perempuan merdeka, jadi kebebasan 

dianggap. Oleh karena itu, terjadi bahwa jika suami dan istri adalah budak, 

kemudian istri dibebaskan dan suami tetap menjadi budak, maka istri memiliki 

pilihan, seperti yang terjadi pada Bari'ah dengan Mughith, ketika dia 

membebaskan dirinya, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memberinya pilihan 

untuk tetap bersamanya, hal ini karena Mughith sangat mencintainya. 

e. Kufu dalam pekerjaan atau profesi 

Yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk 

mendapatkan rezkinya dan penghidupannya. Termasuk diantaranya adalah 

pekerjaan di pemerintah. Jumhur ulama selain mazhab maliki memasukkan 

profesi kedalam unsur kafa‟ah. Yaitu dengan menjadikan pekerjaan suami 

sebanding atau setara dengan profesi istri dan keluraganya. 88 

f. Kufu dalam status sosial  

Laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki 

yang telah merdeka tidak sekufu dengan perempuan yang sejak awal sudah 
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merdeka, yaitu perempuan yang tidak pernah menjadi budak. Dan laki-laki yang 

ayahnnya  pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang diirnya 

ataupun ayahnya tidak pernah menjadi budak, karena perempuan pasti akan malu 

dia berada ditangan seorang budak laki-laki yang pernah menjadi budak atau 

ayahnya pernah berstatus sebagai seorang budak. 89 

Imam syafi‟i berpendapat dalam sebuah kitabnya sebagai berikut:  

“Artinya : kafa‟ah itu ada pada agama, keturunan, agama,kemerdekaan 
dan pekerjaan. Maka kaf‟ah dalam agama sangat dipentingkan,oang fasik 
tidak sekufu dengan orang terhormat. 

Dari ungkapan Imam syafi‟i diatas dapat disimpulkan bahwa batasan-

batasan  kafa‟ah mempunyai ukuran yang berbeda -beda bagi orang yang taat dan 

alim dengan orang fasik, kemudian bagi orang merdeka dengan budak, jadi 

ukuran sekufu adalah mempunyai derajat dan ukuran yang sama.90 

Segolongan Ulama berpendapat bahwa soal kufu‟ perlu diperhatikan, 

tetapi yang menjadi ukuran kufu‟ ialah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan 

dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Jadi seorang 

lelaki yang shaleh walaupun keturunannya rendah berhak untuk kawin dengan 

wanita yang berderajat tinggi. Laki-laki yang mempunyai kebesaran apapun 

berhak kawin dengan wanita yang mempunyai kebesaran dan kemasyhuran. Laki-

laki fakir berhak kawin dengan wanita yang kaya raya, dengan syarat bahwa pihak 
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lakinya adalah seorang Muslim yang menjauhkan dirinya dari minta-minta dan tak 

seorangpun walinya yang menghalangi atau menuntut pembatalan.91 

C. Nasab 

1.  Pengertian Nasab 

Secara bahasa, nasab berarti hubungan keturunan atau garis keturunan 

seseorang yang menghubungkannya dengan ayah, kakek, dan leluhurnya. Dalam 

istilah fikih, nasab adalah hubungan kekerabatan yang sah melalui jalur 

keturunan, baik melalui perkawinan yang sah maupun hubungan darah yang 

diakui syariat
92

. Nasab merupakan salah satu unsur penting dalam hukum Islam 

karena berhubungan dengan hak-hak anak, warisan, perwalian, dan kehormatan 

keluarga. 

2. Kedudukan Nasab dalam Islam 

Nasab dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena 

menyangkut kejelasan identitas, kehormatan, dan hak-hak individu dalam 

keluarga maupun masyarakat. Dengan adanya nasab yang jelas, seorang anak 

dapat diketahui asal-usulnya, memiliki hak dalam warisan, dan terlindungi dari 

stigma sosial yang merendahkan. Oleh karena itu, nasab ditempatkan sebagai 

salah satu aspek yang dijaga dalam maqasid al-shari„ah, yakni hifz al-nasl 

(penjagaan keturunan)
93

. 

                                                           
 

91
 Sayyid Sabiq,  Fiqhu  al- Sunnah,  h.31 

 
92

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 

112. 

 
93

Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (London: IIIT, 2008), h. 

144. 



40 

 

 

Al-Qur‟an menegaskan urgensi nasab dalam firman-Nya: 

 وَهُىَ الَّذِي خَلقََ مِهَ الْمَاءِ بشََزًا فجََعَلَهُ وسََبًا وَصِهْزًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيزًا

“Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan 

manusia itu mempunyai keturunan (nasab) dan hubungan persemendaan 

(mushaharah). Dan Tuhanmu Maha Kuasa.” (QS. Al-Furqan [25]: 54)
94

. 

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan nasab bukan sekadar ikatan 

biologis, melainkan merupakan bagian dari sunnatullah dalam penciptaan 

manusia. Islam tidak hanya mengakui eksistensi nasab, tetapi juga mewajibkan 

umatnya untuk menjaganya melalui pernikahan yang sah. Hal ini ditegaskan pula 

dalam hadis Nabi صلى الله عليه وسلم: 

نةَُ اِلله وَالملََائكَِةِ وَالنَّاسِ  هِ لعَر ِ مَوَالِيهِ، فعََليَر لََ غيَْر
ِ
رتَمَى ا ِ أَبِيهِ، أَوِ اه لََ غيَْر

ِ
َعِنَ مَنِ ادَّعَى ا رْ   أَ

Artinya: 

"Barang siapa yang mengaku-aku nasab kepada selain ayahnya, atau 

mengaku menjadi maula kepada selain tuannya, maka ia akan 

mendapat laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya." (HR. 

Muslim)
95

. 

Hadis ini menegaskan larangan keras dalam merusak atau memalsukan 

nasab. Kejelasan nasab bukan hanya menyangkut hubungan sosial, tetapi juga 

berdampak pada berbagai ketentuan hukum seperti perwalian, waris, mahram, dan 

nafkah. Dengan demikian, menjaga nasab berarti menjaga keteraturan hukum 

keluarga dalam Islam. 

Para ulama juga menempatkan nasab sebagai salah satu faktor kehormatan 

(muru‟ah) dalam masyarakat. Menjaga nasab dianggap sebagai bentuk 
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pemeliharaan martabat keluarga dan kehormatan individu. Oleh karena itu, Islam 

melarang perbuatan zina, karena selain melanggar kesucian, zina juga 

berimplikasi pada kaburnya garis keturunan
96

. Begitu pula dengan praktik adopsi 

dalam pengertian menghapus identitas biologis anak, yang dilarang dalam Islam. 

Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 4–5, bahwa anak angkat harus tetap 

disandarkan kepada ayah biologisnya agar tidak terjadi pencampuran nasab
97

. 

Dengan demikian, kedudukan nasab dalam Islam memiliki tiga dimensi 

penting. Pertama, dimensi teologis, yakni sebagai bagian dari sunnatullah yang 

wajib dijaga. Kedua, dimensi hukum, yakni menjadi dasar bagi berbagai 

ketentuan syariat seperti waris, mahram, dan perwalian. Ketiga, dimensi sosial, 

yakni menjaga kehormatan dan martabat keluarga dalam kehidupan 

bermasyarakat. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa nasab bukan hanya 

konsep biologis, tetapi juga institusi sosial dan hukum yang fundamental dalam 

ajaran Islam
98

. 

3. Fungsi dan Urgensi Nasab 

Nasab memiliki fungsi yang sangat vital dalam sistem hukum Islam 

maupun kehidupan sosial masyarakat. Kejelasan nasab tidak hanya berhubungan 

dengan identitas pribadi, tetapi juga menyangkut keteraturan hukum keluarga, 

kehormatan sosial, serta keberlangsungan generasi. Karena itu, para ulama 

menempatkan nasab sebagai salah satu pilar utama yang wajib dijaga dalam 
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rangka memelihara maqasid al-shari„ah, khususnya pada aspek hifz al-nasl 

(penjagaan keturunan)
99

. 

Pertama, nasab berfungsi menjaga kehormatan keluarga. Dengan adanya 

nasab yang jelas, setiap individu memperoleh pengakuan sosial yang sesuai 

dengan garis keturunannya. Kehormatan ini tidak hanya melekat pada dirinya, 

tetapi juga pada keluarganya, sehingga menjadi bagian dari martabat yang dijaga 

dalam masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, seperti di Kecamatan Buntu 

Batu, garis keturunan bangsawan atau tokoh agama sering kali dijadikan ukuran 

kehormatan sosial, sehingga nasab dipandang sebagai sesuatu yang bernilai 

tinggi
100

. 

Kedua, nasab menjamin hak-hak syar„i yang melekat pada seorang anak. 

Kejelasan nasab memastikan anak memperoleh hak-hak yang sah, seperti hak 

waris, nafkah, perwalian nikah, serta status hukum dalam hubungan kekerabatan. 

Tanpa nasab yang jelas, seorang anak akan kehilangan akses terhadap hak-hak 

tersebut, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam keluarga maupun 

masyarakat
101

. 

Ketiga, nasab berfungsi sebagai penentu status hukum dalam Islam. 

Misalnya, nasab menentukan hubungan mahram yang menjadi dasar larangan 

pernikahan karena ikatan darah. Selain itu, nasab juga berpengaruh dalam 

penetapan siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang perempuan. Dengan 
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demikian, kejelasan nasab menjadi syarat penting agar hukum keluarga Islam 

dapat diterapkan secara tertib
102

. 

Keempat, nasab sering kali dijadikan ukuran kafaah dalam pernikahan. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa kesepadanan nasab antara calon suami dan 

istri penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari celaan 

sosial. Walaupun demikian, pandangan ini tidak bersifat mutlak, karena sebagian 

ulama lain menekankan bahwa yang paling utama dalam pernikahan adalah 

agama dan akhlak, bukan garis keturunan semata
103

. 

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa fungsi nasab bukan hanya sebatas 

urusan biologis, tetapi juga menyangkut aspek hukum, sosial, dan moral. Urgensi 

nasab dalam Islam menegaskan bahwa menjaga kejelasan keturunan merupakan 

salah satu bentuk tanggung jawab syariat untuk membangun tatanan keluarga dan 

masyarakat yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai maqasid al-

shari„ah
104

. 

4. Pandangan Ulama tentang Nasab dalam Kafaah 

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai apakah nasab menjadi salah 

satu ukuran kafaah dalam pernikahan. Perbedaan ini berangkat dari latar sosial 

dan kultural masyarakat tempat para ulama hidup, serta cara mereka memahami 

tujuan syariat dalam menjaga keturunan. 
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Mazhab Hanafi menempatkan nasab sebagai salah satu ukuran kafaah 

yang penting. Mereka berpendapat bahwa seorang wanita Arab tidak dianggap 

sekufu apabila menikah dengan laki-laki non-Arab, meskipun laki-laki tersebut 

memiliki ilmu, harta, atau kedudukan tinggi. Hal ini didasarkan pada pandangan 

bahwa bangsa Arab memiliki keistimewaan sebagai pembawa risalah Islam, 

sehingga menjaga kemurnian keturunan Arab merupakan bagian dari menjaga 

kehormatan umat
105

. 

Mazhab Syafi‟i memiliki pandangan yang lebih rinci. Mereka menilai 

bahwa di dalam kalangan Quraisy sendiri terdapat stratifikasi nasab. Misalnya, 

Bani Hasyim dan Bani Muthalib dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi 

dibandingkan dengan Quraisy lainnya. Dengan demikian, menurut Syafi‟iyah, 

kafaah nasab tidak hanya berlaku antara Arab dan non-Arab, tetapi juga antara 

kabilah tertentu dalam bangsa Arab
106

. 

Mazhab Hanbali pada umumnya mengikuti pandangan Syafi‟iyah. Mereka 

menekankan bahwa kafaah dalam nasab perlu dijaga untuk menghindari 

penghinaan atau celaan terhadap pihak perempuan dan keluarganya. Bagi mereka, 

faktor sosial menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan ukuran kafaah 

nasab
107

. 

Berbeda dengan ketiga mazhab di atas, mazhab Maliki tidak menjadikan 

nasab sebagai ukuran kafaah. Menurut mereka, kesepadanan dalam perkawinan 

ditentukan oleh agama dan akhlak. Jika seorang laki-laki saleh, berakhlak mulia, 
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dan mampu memberikan nafkah, maka ia dianggap sekufu dengan perempuan dari 

keturunan manapun. Pandangan ini lebih menekankan substansi syariat dalam 

menjaga agama dan kehormatan keluarga, bukan pada stratifikasi sosial yang 

bersifat duniawi
108

. 

Perbedaan pendapat ulama ini menunjukkan bahwa nasab sebagai ukuran 

kafaah lebih bersifat ijtihadiyah dan dipengaruhi oleh konteks sosial masyarakat. 

Meskipun demikian, semuanya sepakat bahwa tujuan utama dari kafaah adalah 

menjaga kehormatan, kemaslahatan, dan keberlangsungan rumah tangga. 

5. Relevansi Konsep Nasab dalam Konteks Modern 

Dalam masyarakat tradisional, nasab sering kali menjadi tolok ukur utama 

dalam memilih pasangan. Hal ini juga terlihat di Kecamatan Buntu Batu, di mana 

garis keturunan bangsawan atau keturunan tokoh agama masih dipandang sebagai 

nilai tambah dalam perkawinan. Bagi sebagian orang, menikahkan anak dengan 

pasangan yang memiliki nasab mulia dianggap dapat meningkatkan kehormatan 

keluarga dan menjaga citra sosial di tengah masyarakat
109

. 

Namun, dalam konteks modern, penekanan pada nasab sebagai ukuran 

kafaah mulai mengalami pergeseran. Globalisasi, urbanisasi, serta perkembangan 

pemikiran Islam kontemporer telah mendorong perubahan orientasi masyarakat 

dalam menilai pasangan hidup. Faktor agama, akhlak, pendidikan, dan kesiapan 

ekonomi kini lebih diprioritaskan dibanding sekadar garis keturunan. Hal ini 
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sejalan dengan hadis Nabi صلى الله عليه وسلم yang menekankan agar memilih pasangan karena 

agamanya, bukan karena keturunan atau hartanya semata
110

. 

Selain itu, menjadikan nasab sebagai ukuran utama dalam kafaah 

berpotensi menimbulkan diskriminasi sosial dan memperlebar jurang stratifikasi 

dalam masyarakat. Dalam kerangka maqasid al-shari„ah, yang lebih penting 

adalah memastikan hifz al-nasl, yaitu kejelasan keturunan melalui pernikahan 

yang sah, bukan menjaga kemurnian garis darah tertentu. Dengan demikian, 

ukuran nasab sebagai kriteria kafaah perlu dipahami secara proporsional, bukan 

sebagai faktor eksklusif yang menghalangi terbentuknya keluarga sakinah, 

mawaddah, dan rahmah
111

. 

Dengan melihat perkembangan masyarakat, konsep kafaah nasab masih 

relevan sejauh ia dipahami sebagai upaya menjaga kehormatan dan kemaslahatan 

keluarga. Akan tetapi, jika digunakan untuk membatasi pernikahan berdasarkan 

hierarki sosial atau menolak pasangan yang saleh hanya karena faktor keturunan, 

maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam 

Islam. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan pendekatan penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan atau lokasi tempat 

penelitian untuk memperoleh data tentang kafa‟ah nasab di Desa Buntu Batu 

Kecamatan Baraka. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

Kualitatif. Pendekatan atau penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang 

digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisi kejadian, peristiwa, aktivitas 

sosial, pemikiran orang secara individual atau kelompok.
112

 

B. Lokasi Penelitian  

Adapun yang menjadi objek penelitian peneliti adalah Desa Buntu Batu 

Kecamatan Baraka. 

C. Fokus Penelitian  

Dalam penelitian ini berfokus pada masalah yang menjadi objek penelitian 

supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan 

tujuan penelitian , maka peneiliti memfokuskan pada pandangan masyarakat 

terhadap konsep kaf‟ah dalam perkawinan di Kematan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang. 
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D. Deskripsi Variabel Penilitian 

Variabel penelitian dalam penelitian peneliti ada 2 yakni pandangan kaf‟ah 

perkawinan di Desa Buntu Batu Kecamatan Baraka,kemdian variabel yang ke dua 

adalah perspektif fiqh sunnah terhadap pandangan pandangan kaf‟ah yang 

mengakar dimasyarakat Desa Buntu Batu Baraka Kecamatan Baraka. 

E. Data Dan Sumber Data  

Ada 2 sumber data yang digunakan oleh peniliti dalam penilitian ini 

dianataranya sebagai berikut : 

a) Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber utama. Sumber data primer disebut juga sebagai sumber data asli atau 

sumber data baru yang memiliki sifat up to date.  Untuk mendapatkan sumber 

data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung yang berupa 

wawancara kepada para sesepuh desa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat 

di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. 

b) Sumber data skunder merupakan sumber data pelengkap dari data primer. 

Data-data ini dapat diperoleh dari bahan Pustaka,12 misalnya berupa buku-

buku, hasil karya ilmiah, serta literatur yang berhubungan dengan larangan 

pernikahan. Sehingga peneliti dapat melengkapi data yang dibutuhkan.
113
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F. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian 

adalah sebagai berikut : 

a. Alat rekaman  

Digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa informasi yang 

diperoleh dari hasil wawancara atau interviu dengan narasumber  

b. Alat tulis dan Buku catatan  

Digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan 

agenda-agenda yang akan dilaksanakan dilapangan agar lebih terstruktur  

c. Kamera  

Digunakan untuk mendokumentasikan picture saat berada dilapangan  

d. Computer atau laptop  

Di gunakan sebagai media untuk mengumpulakan, menyusun serta 

mengelola hasil penelitian “berentuk softwere” 

G. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Yaitu cara pengumpulan data dengan mendatangi narasumber secara 

langsung untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya dilapangan dengan 

memberikan pertanyaan yang relevan dengan data yang dibutuhkan oleh peneiliti 

untuk dimasukkan sebagai bahan penelitian. 

b. Observasi  

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan mendatangi objek 

penelitian untuk memantau dan mencari tau terkait kejadian yang sebenarnya 

terjadi dilapangan  

c. Dokumentasi 
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Dokumentasi ialah pengumpulan data dengan mengumpulkan picture 

dilapangan untuk membuktikan bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian. 

H. Teknik anlisis Data  

a. Reduksi data 

Reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan 

data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Dengan kata lain 

mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal -hal yang penting, serta dicari pola dan temanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data
114

 

b. Penyajian data  

Menurut Miles dan Hubermen dalam buku “Dasar Metodologi Penelitian” 

karya Dr. Sandu dan M. Ali Sodik menjelaskan bahwa penyajian data merupakan 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi 

yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
115
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Buntu Batu merupakan salah satu daerah yang berada di 

bagian ujung timur Kabupaten Enrekang. Kecamatan Buntu Batu merupakan 

salah satu kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang, 

Sulawesi Selatan. Kecamatan Buntu Batu terbentuk pada 19 Januari 2007, hasil 

pemekaran dari Kecamatan Baraka. Kecamatan ini berjarak sekitar 53 Kilometer 

(Km) dari Ibu Kota Kabupaten Enrekang. Bisa ditempuh menggunakan roda dua 

atau roda empat sekitar 1 jam 50 menit dari Kota Enrekang. Kondisi geografis 

Kecamatan Buntu Batu berada di ketinggian tanah dari permukaan laut 100-1700 

m. Dengan tofografi berbukit dan pegunungan serta dengan luas batas Wilayah 

Kecamatan Buntu Batu adalah 126,65 km2. 

Batas wilayah kecamatan ini, di sebelah Utara berbatasan dengan 

Kecamatan Baraka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungin. 

Sementara di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Baraka dan sebelah 

timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu. 

Kecamatan Buntu Batu terdapat delapan desa yaitu Desa Pasui, Desa 

Langda, Desa Ledan, Desa Lunjen, Desa Buttu Mondong, Desa Eran batu, Desa 

Potokullin dan Desa Latimojong. Camat pertama dari Kecamatan Buntu Batu 

adalah Muzakkir, S.Sos masa jabatan 2007-2008 dan saat ini Jabatan Camat di 

duduki oleh Nur Alam S.Pd.I. Jumlah penduduk di Kecamatan Buntu Batu 

berdasarkan data BPS 2019 mencapai 13.842 jiwa, laki-laki 7.080 dan perempuan 
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6.762 jiwa. Setiap desa di Kecamatan Buntu batu memiliki potensi sumber daya 

alam perkebunan dan pertanian. Desa Pasui : Coklat,lada,Vanili, Tomat, Sayur 

sayuran, Jagung, Hotikultura,Bawang Merah, Tambang Galian Gol.C & B.
116

 

Pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar 

bernama Malepong Bulan. Sejak abad ke-14, daerah ini disebut Massenrempulu. 

Kerajaan ini kemudian bersifat Manurung (terdiri dari kerajaan-kerajaan yang 

lebih kecil) dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan/kerajaan 

yang lebih dikenal dengan federasi “Pitue Massenrempulu”; Pitu (7) 

Massenrempulu‟ ini terjadi kira-kira dalam abad ke-14. 

Pitue Massenrempulu terdiri atas: 

* Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan, 

* Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa‟, 

* Kerajaan Batulappa‟ yang dipimpin oleh Arung Batulappa‟, 

* Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari Buntu 

Batu, Malua, Alla‟. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua 

oleh Arung/Puang Malua, Alla‟ oleh Arung Alla‟, 

* Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa, 

* Kerajaan Letta‟ yang dipimpin oleh Arung Letta‟, 

* Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh Arung Baringin. 

Kerajaan Duri (Tallu Batu Papan) merupakan gabungan dari Buntu Batu, 

Malua, dan Alla‟. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua 

dipimpin oleh Arung/Puang Malua, dan Alla‟ dipimpin oleh Arung Alla‟. Wilayah 
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kerajaan Duri berada pada bagian utara daerah kabupaten Enrekang. Duri adalah 

juga Federasi, terdiri dari kerjaan: Malua, Alla dan Buntu Batu. Federasi ini 

populer juga disebut Tallu Batu Papan.
117

 

Berdasarkan  hasil wawancara peneliti dengan salah satu toko masyarakat 

dan sejarah di Kabupaten Enrekang yaitu bapak Andi Martani
118

  terkait dengan 

seperangkat aturan yang pernah diberlakukan oleh pemerintah kerajaan terkait 

dengan aturan dalam pernikahan bahwasanya dahulu orang yang hendak menikah 

agar sepadan sekufu, terutama setara dan sekufu dalam hal nasab, mengapa 

demikian karena dahulu para pemerintah kerajaan mempersyaratkan mereka yang 

sama dalam hal nasab atau sama-sama keturunan bangsawan sebagai pewaris 

harta warisan kerajaan dikemudian hari. 

B. Pandangan masyarakat tentang kafa’ah nasab dalam perkawinan di 

Kecamatan Buntu Batu 

Secara umum, pernikahan di Kecamatan Buntu Batu, seperti juga 

pernikahan umat Muslim di tempat lain, mengikuti proses dan prinsip-prinsip 

yang sama sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa hal yang biasanya menjadi 

bagian dari pernikahan umat Muslim di Indonesia, termasuk di Kecamatan Buntu 

Batu, antara lain: 

1. Ijab Qabul: Ini adalah bagian penting dari akad nikah dalam Islam di 

mana calon mempelai pria menyatakan niat untuk menikahi calon 
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mempelai wanita dan calon mempelai wanita menerima tawaran tersebut 

secara sah dan sadar. 

2. Mahar: Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh mempelai pria kepada 

mempelai wanita sebagai bagian dari perjanjian pernikahan. Nilai mahar 

dapat beragam, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. 

3. Wali Nikah: Dalam Islam, pernikahan perempuan harus dilakukan dengan 

izin dan wali yang sah, biasanya ayah atau wali yang ditunjuk jika ayah 

tidak ada. 

4. Saksi: Untuk sahnya pernikahan dalam Islam, diperlukan dua orang saksi 

Muslim yang hadir selama akad nikah untuk menyaksikan ijab qabul. 

5. Penyelenggaraan Upacara: Upacara pernikahan umat Muslim di 

Kecamatan Buntu Batu mencerminkan budaya lokal dan tradisi tertentu 

dalam bentuk dekorasi, makanan, atau adat-istiadat khas daerah. 

6. Pesta Pernikahan: Setelah akad nikah, seringkali ada acara pesta 

pernikahan di mana keluarga dan teman-teman berkumpul untuk 

merayakan pernikahan pasangan tersebut. 

7. Catatan Pernikahan: Setelah akad nikah, pernikahan tersebut harus 

didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan catatan 

pernikahan yang sah secara hukum. 

Meskipun ada beberapa perbedaan budaya dan tradisi yang mungkin ada 

di setiap daerah atau kecamatan, prinsip-prinsip dasar pernikahan umat Muslim 

biasanya tetap sama di seluruh Indonesia, termasuk di Kecamatan Buntu Batu. 

Lebih lanjut penulis mewawancarai beberapa tokoh masyarakat di 

Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang: 

1. Bapak Andi Martani 



55 

 

 

Bapak Andi Martani seorang yang masih memiliki darah keturunan dari 

 raja Buntu Batu sekaligus merupakan tokoh masyarakat  menyatakan 

 bahwa: 

“Memang pada masa kerajaan dahulu, adat mengharuskan kesetaraan dari 

segi nasab ketika hendak menikah, harus sama-sama keturunan bangsawan 

agar masuk kedalam syarat pewaris warisan dari kerajaan, jika tidak setara 

maka akan susah mendapatkan warisan harta dari kerajaan. Sampai hari ini 

tetap masih ada, akan tetapi pengsyaratan kesetaraan dalam hal nasab 

hanya sebagai rumus dasar ketika hendak ingin menikah, tidak cukup 

senasab saja untuk bisa menjadi pewaris harta warisan kerajaan pada saat 

itu, akan tetapi harus juga memiliki moral dan kepribadian yang baik, 

harus berani dan bernyali sebab jika tidak memiliki ini maka dia akan 

digaris.”
119

 

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa seperangkat aturan pada masa 

kerajaan mempersyaratkan sekufu dilihat dari segi nasab dan juga memiliki moral 

serta kepribadian yang baik.  Maksud sekufu dari segi nasab dan memiliki 

kepribadian yang baik yaitu sekufu dalam hal keturunan, agama, akhlak dan 

pekerjaan, semua itu sangatlah penting bagi kehidupan berumah tangga karena 

jika hanya modal cinta saja maka tidak menjamin keharmonisan rumah tangga 

maka diperlukan adanya sekufu antara calon suami dan istri dalam hal keturunan, 

agama, akhlak dan pekerjaan, sehingga akan meminimalisir keretakan dan 

perceraian dalam berkeluarga. 
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2. Bapak Andi Samudera 

Menurut Bapak Andi Samudra yang juga merupakan tokoh agama, 

sejarah, dan juga masih memiliki darah keturunan dari raja Buntu Batu 

menyatakan bahwa : 

“Kafa‟ah dilihat dari agama dan akhlaq, menurut saya inilah yang paling 

urgent dan kita butuhkan dalam pernikahan, sebab orang yang baik agama 

dan akhlaqnya maka dia akan mengetahui apa tugas dan fungsinya sebagai 

suami maupun sebagai istri sekalipun kalau memang ada dari keturunan 

raja yang baik nasabnya dan bersamaan dengan itu baik pula agama serta 

akhlaknya maka tentu tidak mengapa, justru itu jauh lebih baik.”
120

 

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa sekufu antara calon suami dan istri 

dilihat dari agama dan akhlaq yaitu agama Islam dan akhlaq yang baik jika sudah 

dimiliki oleh calon suami maupun istri maka akan condong lebih dewasa dalam 

memanajemen dan mengurusi rumah tangganya sehingga selalu terjaga 

keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangganya. 

3. Ibu Risnawati 

Menurut Ibu Risnawati yang bertempat tinggal di Keluruhan Mataran 

bahwa: 

“Arti dari kafa‟ah dek tidak tahu, tetapi tau tentang bibit, bebet dan bobot 

yang terpenting dari bibit, bebet dan bobot yaitu agama dan akhlak karena 

dengan agama dan akhlak yang baikdapat menjadikan sepasang suami dan 

isteri saling menjaga, meyayangi, dan bekerja sama dalam membina rumah 
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tangganya karena mereka sadar bahwasanya mengurusi rumah tangga 

mereka adalah ibadah yang mulia dan agung”
121

 

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa kafa‟ah dilihat dari agama dan 

akhlak khususnya calon suami harus dipastikan memiliki pemahaman tentang 

agama yang baik dan akhlaq yang baik sebab kelak ia adalah pemimpin dalam 

rumah tangganya yang wajib membimbing dan membina isteri dan anak-anaknya. 

4. Ibu Andi Manati 

Menurut Ibu Andi Manati yang bertempat tinggal di Kelurahan Mataran 

menyatakan bahwa: 

“Tentu kita maunya yang masih memiliki ketersambungan nasab dengan 

para raja-raja kita dahulu yang kita kenal orang-orang baik pada masanya, 

akan tetapi itu tadi, kita tetap mau yang memiliki pemahaman agama yang 

baik dan pekerjaan yang cukup untuk bisa menafkahi keluarganya, dan 

yang paling penting harus memiliki perangai dan akhlak yang baik pula 

nak.”
122

 

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa kafa‟ah dilihat dari akhlak dan 

pekerjaan suami hendaklah memilih calon suami yang memliki pekerjaan yang 

baik, pekerjaan yang baik menurut ibu Manati adalah pekerjaan yang halal dan 

suami mampu menghidupi kehidupan keluarganya dan bayarnya lebih banyak dari 

istri, dengan adanya kesetaraan suami akan mengurangi perselisihan dalam 

keluarga karena suami dan istri memiliki kesamaan dalam berbagai hal dari sifat 
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dan prilaku dan beliau tidak menafikan jika ada yang baik nasab dan 

keturunannya yang bersamaan dengan itu pula memiliki agama dan akhlak yang 

baik maka kata beliau itu tentu lebih baik. 

5. Pak Sabir 

Pak Sabir yang bertempat tinggal di Kelurahan Mataran menyatakan 

bahwa: 

“Kafa‟ah yaitu sama dari hal agama, keturunan dan pekerjaan karena 

dengan agama dan keturunan yang baik akan mendatangkan berumah  

tangga yang langgeng dan sakinah, mawadah, warahmah dan pekerjaan 

yang baik gajinya lebih dari istri dan dapat memenuhi kebutuhan sandang, 

pangan, papan yang semakin hari bertambah mahal.“
123

 

bahwa adanya kafa‟ah dalam perkawinan itu penting karena dengan 

adanya sekufu antar calon suami dan istri akan membawa kehidupan berumah 

tangga yang berkecukupan sehingga akan membawa keluarga yang sakinah, 

mawadah, warahmah, terutama pada hal pekerjaan karena menurut pak Sabir 

semua bahan pokok dalam rumah tangga serba mahal dengan adanya pekerjaan 

yang baik dan bayaranya lebih dari istri akan mengurangi adanya percecokan 

antar suami istri sehingga kebutuhan seperti sandang, pangan, papan dapat 

terpenuhi maka pekerjaan menjadikan faktor penting dalam menunjang 

perekonomian berumah tangga. 

6. Pak Ashadi 

Pak Ashadi yang bertempat tinggal di Keluruhan Mataran menyatakan 

bahwa: 
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“Sekufu dalam segi nasab adalah hal yang penting dan patut di 

perhitungkan ketika hendak menikahkan anak-anak kita, akan tetapi tentu 

juga kita harus memerhatikan dari sisi lain juga seperti melihat bagaimana 

sifat dan sikap dari calon pasangan anak-anak kita, apakah ia adalah orang 

yang bisa berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pernikahannya, jadi 

baik nasabnya saja tidak cukup akan tetapi jika seorang baik garis 

nasabnya, berperilaku baik, bertanggung jawab, dan amanah maka itu 

tentu jauh lebih baik.”
124

 

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa kafa‟ah dari segi nasab memang 

termasuk hal penting bagi masyarakat di kecamatan Buntu Batu ketika 

hendak menikahkan anak-anak mereka, akan tetapi tidak sebatas memiliki 

garis nasab yang baik saja itu sudah cukup dalam menetukan tolak ukur 

kabaikan seseorang yang ingin menikah, diperlukan juga sifat serta sikap 

yang baik seperti siap berkomitmen, bertanggung jawab, dan kebaikan-

kebaikan lainnya yang dengannya dapat mendukung terciptanya keluarga 

yang sakinah, mawaddah, dan warahmah pasca menikah nantinya. 

Sesuai dengan data wawancara yang ada, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa pandangan masyarakat di kecamatan Buntu Batu terhadap 

kesetaraan atau kesepadanan dalam pernikahan itu terbagi menjadi tiga 

pandangan. 

 Ada yang berpandangan bahwasanya sepadan dalam segi nasab adalah 

keharusan mutlak, dan paham ini dominan dianut oleh sebagian besar masyarakat 
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yang meyakini bahwasanya mereka masih merupakan satu garis keturunan dengan 

para raja-raja pada saat itu. 

 Pandangan yang kedua berpendapat bahwa sepadan dalam segi nasab 

adalah modal dasar bagi calon, akan tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang 

juga harus dimiliki oleh calon, contohnya harus memiliki pekerjaan yang layak, 

pemahaman agama yang baik, dan akhlak yang baik pula. Sekalipun calon adalah 

seorang yang memiliki jalur nasab yang baik akan tetapi tidak memenuhi 

pertimbangan seperti diatas maka ini tidak termasuk.  

Pandangan yang ketiga berpendapat bahwa kafa‟ah  dilihat dari agama, 

akhlaq, dan pekerjaan yang baik yaitu pekerjaan yang dengannya dapat 

menghidupi dan memberikan nafkah kepada keluarganya, agama yaitu beragama 

Islam, akhlak yaitu memiliki prilaku yang baik dan keturunan dari keluarga yang 

baik-baik contonya bukan dari keluarga pemabuk dan pencuri. Sehingga jika 

kafa'ah dalam pernikahan dilihat dari hal tersebut maka akan mendatangkan 

keharmonisan keluarga dan menimalisir keretakan dan perceraian dalam rumah 

tangga. 

Menurut pandangan masyarakat Kecamatan Buntu Batu  mempunyai 

pemahaman terkait kafa‟ah dimana masyarakat memahami kafa‟ah dengan bibit, 

bebet dan bobot, kesetaraan yang dilihat dari pekerjaan, agama, akhlak dan 

keturunan jika setara dalam hal pekerjaan akan mendatangkan keluarga yang 

harmonis dan terhindar dari percecokan keluarga dan dengan pekerjaan dapat 

meningkatkan perekonomian sehingga dapat menunjang kehidupan berkeluarga, 

kemudian jika tidak setara dalam hal pekerjaan maka akan menimbulkam 
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keretakan dan ketidak harmonisan dalam berumah tangga, terciptanya 

keharmonisan dalam berumah tangga dikarenakan adanya kesetaraan dalam hal 

pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan. 

C. Korelasi  Kafa’ah Dalam Perkawinan di Kecamatan Buntu Batu Dengan 

Konsep Kafa’ah Dalam Fikih Islam 

Islam adalah agama fitrah yang condong kepada kebenaran. Islam tidak 

membuat aturan tentang kafa‟ah tetapi manusialah yang menetapkannya, karena 

itulah terdapat perbedaan pendapat tentang kafa‟ah. 

Menurut pandangan masyarakat di  Kecamatan Buntu Batu tentang 

pemahaman mereka terhadap kafa‟ah, dimana masyarakat memahami bahwa 

sepadan atau setara dilihat dari beberapa hal : pekerjaan, agama, akhlak dan 

keturunan. Dalam hal Pekerjaan yaitu pekerjaan suami yang bisa mencukupi 

kebutuhan keluarganya. Dalam hal agama suami yang beragama Islam dan 

memiliki pemahaman agama yang baik. Dalam hal akhlak suami mempunyai 

perilaku yang baik. Sementara dalam hal keturunan dari keturunan orang yang 

baik yaitu bukan dari keluarga pemabuk dan pencuri. Pada umumnya masyarakat 

di Kecamatan Buntu Batu beranggapan bahwa keretakan dan perceraian dalam 

rumah tangga bisa di minimalisir dengan terpenuhinya kafa‟ah dalam hal 

pekerjaan, agama, akhlak dan keturunan suami.  

Tidak dipungkiri bahwa setiap rumah tangga akan mengalami 

pertengkaran, keretakan dalam perkawinan meskipun pertengkaran dalam rumah 

tangga merupakan bumbu dalam kehidupan berkeluarga, Kafa'ah berperan 

membentuk keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami 
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substansi kafa'ah merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga sakinah. 

Kafa'ah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dan kegagalan yang 

disebabkan perbedaan di antara dua pasangan.
125

 

Mengenai kafa‟ah yang dianggap penting oleh masyarakat Kecamatan 

Buntu Batu yaitu lebih kepada kesetaraan dalam  hal pekerjaan, agama, akhlak 

dan keturunan. Contoh kafa‟ah dari pekerjaan, dalam hal pekerjaan penting karena 

dapat membentuk keluarga yang harmonis dan meminimalisir terjadinya 

kesenjangan dalam perekonomian dalam keluarga, ada beberapa pandangan 

masyarakat yang memahami dan mempraktekan kafa‟ah dalam hal pekerjaan itu 

tidak sama antara suami atau istri namun diartikan dengan suami yang bayaranya 

lebih tinggi atau sama dari istri, salah satu contohnya istrinya seorang ibu rumah 

tangga sedangkan suaminya seorang pegawai negeri. 

Kafa‟ah dalam kitab Fikih As-Sunnah karya As-Sayyid Sabiq dijelaskan 

pada jilid 2 dimana kafa‟ah atau kesetaraan dalam kitab Fikih As-Sunnah ada 

beberapa hal yaitu nasab, status sosial, agama, pekerjaan, harta dan fisik. 

Dalam hal nasab menurut Imam Syafi‟i di dalam kitab Fikih As-Sunnah 

yaitu bagi non Arab diqiyaskan pada ketentuan orang Arab dan suami yang 

berilmu sekufu dengan perempuan manapun sedangkan menurut masyarakat 

nasab yaitu suami dari keturunan orang yang baik yaitu bukan dari keluarga 

pemabuk dan pencuri. Dalam hal status sosial di kitab Fikih As-Sunnah budak 

laki-laki atau yang sudah merdeka dan ayahnya pernah menjadi budak tidak 

sekufu dengan perempuan yang merdeka atau ayahnya tidak pernah menjadi 
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budak sedangkan menurut masyarakat status sosial tidak menjadi tolak ukur 

kafa‟ah. Dalam hal agama di kitab Fikih As-Sunnah bahwa suami beragama Islam 

serta ayah dan kakek beragama Islam sedangkan dalam masyarakat suami 

beragama Islam. Dalam hal Pekerjaan di kitab Fikih As-Sunnah bahwa pekerjaan 

yang mulia atau rendah dilihat dari tradisi pada tempat dan waktu tertentu 

sedangkan menurut masyarakat suami yang bayaranya sama atau lebih banyak 

dari isteri. Dalam hal harta menurut Imam Syafi‟I dalam kitab Fikih As-Sunnah 

bahwa suami memiliki harta untuk dijadikan mahar dan nafkah sedangkan 

menurut masyarakat harta tidak di jadikan tolak ukur kafa‟ah. Dalam hal fisik 

menurut Ruyani dalam kitab Fikih As-Sunnah bahwa suami yang cacat fisik dan 

menimbulkan ketidaksukaan tidak sekufu, sedangkan menurut masyarakat cacat 

fisik tidak dijaadikan tolak ukur kafa'ah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang praktek kafa‟ah  

dalam perkawinan Kecamatn Buntu Batu dalam kitab Fikih as-Sunnah. Dan hasil 

penelitian serta analisis yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan 

yaitu : 

1. Pandangan masyarakat Kecamatan Buntu Batu terhadap praktek kafa'ah 

nasab dalam perkawinan mungkin beragam, tetapi secara umum kafa'ah 

nasab dianggap penting dalam menentukan kesetaraan pasangan suami 

istri. Kafa'ah nasab mencakup kesetaraan dalam hal keturunan, keluarga, 

dan status sosial. Beberapa masyarakat mungkin menganggap kafa'ah 

nasab sebagai faktor penting dalam memilih pasangan hidup karena 

berkaitan dengan kehormatan dan status keluarga. 

2. Konsep kafa'ah dalam fikih Islam merujuk pada kesetaraan antara suami 

dan istri dalam beberapa aspek, seperti agama, nasab, kemerdekaan, 

pekerjaan, dan kekayaan. Praktek kafa'ah dalam perkawinan di 

Kecamatan Buntu Batu mungkin memiliki korelasi dengan konsep 

kafa'ah dalam fikih Islam, terutama dalam hal nasab dan status sosial. 

Namun, perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti 

bagaimana korelasi ini berlangsung. 

3. Konsep nasab dalam fikih Islam mencakup garis keturunan dan keluarga. 

Dalam praktik kafaah, nasab dianggap penting karena berkaitan dengan 

status dan kehormatan keluarga. Masyarakat Kecamatan Buntu Batu 
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mungkin memiliki pandangan yang sama, yaitu memprioritaskan nasab 

dalam menentukan kesetaraan pasangan suami istri. Namun, perlu 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti bagaimana korelasi 

ini berlangsung. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pandangan Masyarakat Terhadap 

Kafa‟ah Nasab dalam pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Buntu Batu 

Kabupaten Enrekang) dan dari kesimpulan ada beberapa saran yang dapat 

diajukan dalam penelitian ini: 

1. Kepada masyarakat hendaknya mengetahui kafa‟ah secara detail sehinga 

tidak salah paham dalam mengaplikasikan. 

2. Kepada calon pengantin dan orang tuanya sebaiknya memilih seorang yang 

nanti menjadi pasangannya mengutamakan dalam hal agama, karena orang 

yang kuat dan baik agamanya akan lebih membuat keharmonisan dalam 

keluarga. 

C. Penutup 

Demikianlah penulisan skripsi sebagai laporan studi lapangan atas 

fenomena praktek kafa‟ah dalam pernikahan di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten 

Enrekang, banyak hal yang menarik tentang fenomena tersebut. Banyak 

kekurangan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang 

membangun menjadi bagian yang penting untuk perbaikan skripsi ini. 
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